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BAB I
PENDAHULUAN
1. ALASAN JUDUL.
Sebagaimana judul dari pada skripsi ini adalah "KEHARU-
SAN BAGI FENANAM MODAL ASING DI INDONESIA UNTUK MEMEENTUK BR
DAN ‘HUKUM DALAM BENTUE PERSEROAN TEREATAS" yang pada dasar .-

Dya pﬂﬁuliu nempunxai.nutipani haﬁ:a di négara kits pertum =
buban dan perkembangsn usaba modal ssing bagaikan Jamur di-
musim hujen, sebingga menjadikan perhatian para abli diberbg
Eal digiplin i1lmu dae dikalsngan pauurintgh.

Untuk itulah maks penulis ingin membahasnya darl segl
yuridisnya saja tentsng pengaturan dan pembentukan bgidgn ha=
kum PFerseroan Terbatas atau disingkat PT dalam kaitannya de
ngas penanaman modal asing.

Eenyataan dapat dilihat babwa selama Indoneslag merdeka
telgh luﬁargpa ksll digdakan perubahan tentang peraturan
pengngmgn modal asing yaitu mulal darl Eablmet All Sastroamd
djojo pertama ( 1952 - 1953 ), Kabizet All Sastroamidjojo -
yang kedua tahun 1953, Undang-Undang Pemanaman Modal Asing
NO: 78 T;hun 1958 yang telah dicabut dengan Undang - Undang
Nomor 16 tshun 1965, karena pemanaman modal asing di Indome-

sia dignggap sebagal penghisapan atas rakyat Imdonesls, serta
1)

menghanbat Revolusli Indomesia .

1), Likat Fertimbangan Undang-Undang No. 16 Tabum 1965, (LN
* 1965/78; TLN No. 2775)



Setelah berakhirnya peristiwg a-jﬂ-ﬂ PKI persoglan modal -
“ﬂiDF tidak lagl dipandang s bagal penghisapan terhadap rai
Jat Indunaniamakan tetapl Justru sebaliknya yaitu sebagal -
faktor Yabg eangat penting bagl pembangunan induuunia.

Demgan dasar inilah maka melalui pemerintah diundang -
kanlgh ﬁndangwﬁnd;ns ﬁungy 1hénhun lgﬁ?ﬂtﬁntang ﬁidan:-ﬁl-
dang Penanaman ﬂndal hsin:. &adi Jelas bahwa peraturan ten-
tang penanaman modal asing telah empat kali mengalami peru-
bahan sangJak indﬂnasia merdeka EJ.

Ferubahan ini kadang-lcadang fundamentil, sehingga nﬂmai
lukan perubghan pendekatan E approch j dan slkap yang Iundﬁ
mentil pulalferhqdap persnalan-?ersaalan yang baruitu, ﬁar-
una%au_sguaqﬁm ;ni adalah merupakan sustu hal yang ngar; hﬁ
rena tidak hanya manusia bertambah dewasa dalam pandangannya

akan tetapl masyarakat pulah mengalami perubahan-perubghan -

dalam prosese perkembangannya.

Sehingga akibatnya bahwa sesuatu yang dulu pernah dianj
Eap sangat merugikan ( karens penghisapan ) slrakaran.g dapat =
merupakan sesuatu yang sangat didambgkan ( karena menunjang

Pemhansqnan. o i ;
Yang menjadi titik perhatian penulis adalah Undang -Up

dang Nomor 1 Tshun 1967, kerena Undang-Undang inil secara te

gas mengatur mengenai bentuk hukum darl perusahaan yang di -

kelolah oleh pihak asing.

2). Dr.ﬁﬂ.ﬁ.I.G.:Eunarjati“ﬁartnna: SH. Beberapa Masalih Trg
nsnaslonal Dalam Fenanaman Modal Asing di Indomesia, Pe-
perbit Binatj]ipta, halaman 4.
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. iidak dapat disangkal hahhg dikalangan masyarakat hﬁﬁ
wa lugs khususnya para ﬁénguuaha masih banyak yang belum -
ﬂan:anal secala jﬁlnﬂ tenfang saluk beluk dan artl yang lﬁ
benarnya tantau; penangman modal asing termasuk hak - halk
dan_katajihan-kﬂwajibann:a. Hanya gulun;an-;ulﬂnsan turtan
tu saja seperti para penanam modal, pangpsaha Yang punya -
latarbelakang pendidikan hukum dan para ahli hulum.

Sabagaimana dikat;hui bahwa pada dewasa inl pemerin =
tah menggalakkan gpdanya kerja sama an?arg pihak asing demi
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan dipihak lain -
pemerintah mengeluarkan berbagal peraturan untuk mgnjnhin
tertibnya arus pa{tumhuhgn_mndal asing di indugeaiﬁ. illi-
bergrti bahwa ﬁndaug—ﬁndang yang telah ada tidak mampu un-
tuk manngkup semia katentuan-kﬂtlntuan yang sehubungan de-
ngan penanaman modal asing, karena masalah modal asing aﬂﬂ
lah masalah yang kompleks. —

Hanalnnuri akan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 196?, Ba~

ka jelas dilibat pada pasal 27 yang mengatur bentuk hubum

( rechtsvorm ) perusahaan lﬂial asing adalah narupaknn PT-

{ Pura:rna; Tarhataﬂ ) dalam arti Eltuh Hndan;-ﬂndan; Hu =

kum Dagang ( K U E D Ja Euhinsﬂa pasal inl merupakan saling
k&terkaitan dﬂngan pasal 1 dan pasal % Undang-Undang Eo.ﬂr
1 Tahun 1967 dimgna ketiga pasala tersebut tersirat bentuk

badan hukum bagl pengnaman modal asing ¥Yang beroperasl di-

Indnmtsia.r N
Haﬂalﬂh 1nilah sehingga punulis tertarik untuk memba-

haﬂn!ﬂ dalam materi gkripsi inl.



2. BATASAN MASALAH L. Xew s, ;ﬁ

Untuk menghindari kekaburan dan kesalah pahaman pengf"
ertlian dan lebih-leblh untuk menjaga kekeliruan pembahasan
agar tidak menylmpang dari pada skop judul gkripsi ini, mg
ka yang menjadi pembghasan dalam skripsi ini hanyalah peng
naman modal asing Yang secara langsung yaknl yang sesual -
dengan UHdana-ﬂndang FPengnaman Mndal_LBins dan peraturan -
Pﬁrgfyyau yang sehubungan dengan ﬁantuk Hukum Pergerosn =
Tarhatﬁn. s . _

Dalam hubungannya qﬂnﬁan parsqiuﬂu"ta{bgtaa @ak?_par-
}u diurgikan tentang adanya ker Ja sama antara pihak asing-
deng;nﬁg@hak q;siﬂnﬁl E modal asing dengan modal naﬂiﬂﬂali
serta cara menentukan perbandingan modal berdasarkan baaﬂt
nya saham yang ada dalam peruaahaaﬂ_;ans @ﬂ;§angkutan.

ﬁnngenai masalah tanggung Jaﬂah, panulis tidak mengu-
P;l Eecara keseluruhan dari berbagal coragk dan hentuk peng
naman modal asing, akan tetapl hanyalah yang nmnyangkut -
Boal tanggung jatah_igtaren dalag persercan terbatas ( PT )
5ﬁ;n3; pamhgtasan tapggunq_Japah, karena didasarkan atas-
slpat perseroan terbatas jaitq tanggung jawabnya terbatas-
atas saham-gahamnya atau terbatas atas jumlah saham Yyang-
dimiliki.

H-Engﬂn;:l. masalah pﬂrhu‘nunsan hukum antara badan keleng
kapgn pergeroan, penulis hanya mﬂnsupaﬁ dari segl hukum Pri
vat yang didqﬂarkan_ataﬂ hubungan horisontal sederajat dan
nt;é Pgrjanjiaﬂ timbal balik,



Dalam pembagian laba perusshasn ini didasarkan atas bee
Sarnya saham yang dimiliki, berdasarkan azas kesamaan dan
keseimbangan. é;?ﬁ,ini udqlﬁh ﬂrat sekali kaitannya dengan
Masalah hak suara yang pengaturannya berdasarkan pasal 5S4-
Fitab ﬁndans-ﬁudaug Hulum Dagang ( KUHD ) yang telah di -
sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1374.

Dan mﬂngénai masalah pangaturan per ser oan terbataa -
da;am kaitgnnya dengan Undang-undang Penanaman Modal lﬂiul
p?nHlia mamhatasi digi_pgda prus&qunﬂ pendirian yang diatur
dalan Kitah Undaﬂg-ﬁndang Hukum Dagang, Pasal 1, 3 dan pasal
27 Undang-ﬂndang Penanaman Mﬂdal Asing yang dihuhungkan du -

ngansurat Edaran Menteri Kehakiman NO. J.A. 5/ 324 Tanggal -
26 April 1967.

3, METODOLOGI

Sebagaimsna diketahul bahwa adanya data dalam penulisgan
adglgh aﬁngat penting artinya, oleh sebab itu maka dalam pe-

nulisan s%ripai ini penulis hanya mengunakan :

- Metode Kepustaksan.
Yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku literatur te-

rutama yang banyak menyangkut persercan terbatas,modals: asl-

ng dan parundang-undang yang ada kaitannya dengan Jjudul skr-

ipsi ini.Penulis mengutip hal-hal yang ada sangkut pautnya -

dengan materi gkrisi ini.

b KoMPposSISI BaB

idapun lengkapnya gistimatika pembahasan darl pada...



skripei ini seperti taruermin pada kerangka bab-bab yang -

lengkapnya EEhagal herikut

EAB

BAB

o

I1.

III.

Iv.

PEHDAHULUAH

Pada bab ini dihicarakap gecagra berturut-turut -
hal-hal sebagal berikut; alasan memilih judul, -
hataaan maaalah, metudnlugi dam knmpualai Bab.
MAKSUD FEMEENTUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBA 2

TiB.

Pada bab kedua ini dibahas mengenal maksud pem -
bentukan bgdan hukum persercan terbatas yang ter
bagi dalam tiga sub bab yaknl terhadap modal as#
ng, terhadsap modal nasional dan untuk menentukan

=] -~ =

perbandingan modal.

= — e

AKIEAT EUKUM YANG DITIMBULKAN PERUSAEAAN YANG -
BEﬁﬂﬂiﬂ HI-IEI.TH PEESERUAH TE.EEIT&S.

Pada bab ini dibahas mengenal adanya pembatasan-
tanggung Jawab, ter jadinya perhubungan hukum an-
tara badan kelengkapan perserocan dan terhadap pe

mbaglan laba perusaghaan.
URALAN TENTAHG DASAR PEHGETURﬁN PEHEEHGAH TERB&-

TAS DALAM KAITANNYA DENGAN MCDAL LSIHG.

Fada bab keempat ini penulis membahas tentang dg
sar pengaturan perseroan terbatas dalam kaltannya
dengan modal asing menurut ketentuan Hitab Undﬂni
Undagng Hukum Dagalg, menurut Undang-Undang Fenang
ian Modal Asing, dan menirut Surat Edaran Menteri

PR L L
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Kehakiman No. J.A. 5/3/24 Tanggal \5?
BAB V. KESIMPULAN dgn SARAN-SAiAN \{?;i.:‘-;}.ii.xh*n-

Pada Bab ini adslsh merupakan Bab terakhir dimana
penulls mencoba menarik kesimpulsn dari seluruh -
pembghasen skripsi ini, lalu kemudlian mencoba me-
ngemukakan beberapa ssran yang diaggap penting sg
hubungan dengan Penanaman Modal Aslng di Indone -
gla yang mungkin dapat memberikan gambaran dan =
pertimbangan demi penyusunan dan penyempurizail =
Hukum Nasional kita terutama dalem bidang Badan -
Hukum dan Penanaman Modal Asing.

Demikianlah sekedar uralan pendahuluan yang penulis -

dapat kemukakan sebagal pengantar memasuki materi yang se-

benarnya dari skriipei ini, dan dapat kami ajukan kehadapan

Para Bapak dan Ibu Tim pengujl.




BAE 1I1I

MAKSUD PEMHENTUKAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
l. o} b &

Dalam maag pemhangunan‘sekarang ini tentu dangat sulit
Untuk membangun tanpa yndal, untuk itulagh maks berbagal cara
Yang ditempu untuk dapat memperoleh modal sebagai penunjang
dari pemyg_ngupan. )

Dengan hadirnys modal auing; maka perlu pengaturan ==
yang lebih balk untuk dapat menjamin kepastian hukum dan -
kestabilan dalam kondisi-kondieli opergsi Penanaman modgl =
Yang memalnksn perananniya yang sangat besar dalam bidang -
h;daﬂl pembangunan,. ,Kedatangan modal asing di Indonesia di
mgksudkan agar dapat mempercepat laju pembangunan bhal ini ge
Jalan dengan ussha pemerintah untuk mengadakan penyesuaian~
ke tentuan~-ketentuan Perundang-undangan dalam kaitannya den-
Ean modal asing, seperti pada baglan Kensideran ﬁndqng-uni-
ang Nomor 4 Tahun 1971 'i'entap_g_Pﬂru‘nahan. dan P?Iqﬁllhahan atas
k?teptuaﬂupuﬁal sS4 ﬁitah undang-ﬁndan: Hukum Dagang ( EHHEM}
Eahwa gunan memperlancar usaha Péﬂﬂﬂrahan“dgna—dnna dipandg -
ng perlu untuk mensada#an penyesuaian antara ketentuan-kete
ntu;n Perundﬂng-uﬂdangan yang berlaku dengan kebutuhan per-

kembangan kehidupan ekonomi dewasa ini 3),

Dengan beroperasinya modal asing di Hazara kita maka -
pemerintah berusaha mengeluarksn berbagal macam peraturan -

per aturan untu.'s. mengatur organisassi-organisasi perusshaan--

Yang dih&lﬂla ulﬂh plhak asing

3)e L:I.hat I{un...:l.daran pada point b UU.No.4/1971. LN.No. El.‘.l -
1371



—

Adaﬁuﬂ Paraturan paratqran tersnhut penulis antara lain
menyebutkan yaitu; Eitab Undmh-ﬂndang Hulcum Daga.ng " l'.lndn—
Dg Penanaman Modal Aning { UD NO. & Thn 196? J dan sur.t-
Edaran Hantari Kahakiman Rupuhlik IndﬂnEHia Ha. J l-5f 324~
Tenggal 26 April 1967, Ketiga peraturan tersebut mengatur -
tentang badan hukum Perserocan Terbatas ( PT ) dalam kaltan-
nya dangaﬁ Penanaman modal asing. !

Dengsn diheqtuknra badan hukum persroan terbatas maka-
pﬁnanamﬂ.n modal asing lebih terjamin saham-sahamnya yang d,'L
tanan dalar rangka ker}a sama dengan plhak nasional. ﬁarﬂna
perseroan terbatas adalah suatq badan hukum yang mempunyal -
hak-hak dann kewajiban-kewajiban serta kekayaan yang terpl-
Sah dari harts perséroan. .

Hal 1Ai sudah jelas bahwa kﬁka!aan prliadi tidak ada-
sangkut pautnya dengan kerugian yang dialaml oleh persercan
terbatas. Jadi dengan hadirnya modal asing dalam bentuk per
geroan terbatas di Tanah air kita, maka masalah pembagian -
keuntungan dan Fug% yang diderita hal ini mudah dla?ur tan
Pa adanya campur tangan dari pihak ketiga ( Pemerintah Nega

ra asal dan Hﬂgara penerima modal ).
Bantuk hukum perseroan terbatas dalam kaltannya dgn:au

lﬂd;l asing, hal ini lebih Jﬂ}ag dilihgt dalam_hagtuk Kontr-
ak Karya t énntra;t of Work ), sebab ﬁnntrak Karya menurut -
I;mail éun; k) adalah kerJa sama modal asing dengan modal ng
;Ln;gl terjadi apablla penanaman modal asing membentuk badan

"DF.Ismail Suny SH.MCL dan Rudiore Rochmat,SH. Tinja_
e E;igndgng-undang PMI dan Kredit Luar Negeri, Ergdn]a Parg

mita, Halaman 108.
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hukum Indonesia dan badan hukum itu mengadakan per janjian-
Ii?I‘Ja Sama ﬁﬂpgﬁn suatu badan hukum yang mempergunakan modal
naslonal. Yang agaknya menimbulkan kesulitan dalam hal ker-
Ja-sam dalam hﬂgtuk ﬁantrak Karya karena perusshaan negara-
tidak“tﬁr?aﬁi dalam ssham-saham tetapli merupakan satu kesei
luruhan yang ﬂi?ifmhl_:tan dari kekavaan negara 5}. Sehingga -
untuk menjalin adanya ker ja-sama yang lebih baik dengan pi-
bak asing rupanya tidak begitu baik, sebab sukar untuk meng
ntukan/menetapkan perbandingan modal antara kedua bela pihak

Kiranya adalah sangat tepat bila penulis mengemukakan-
periimbangan pemerintah dalam bentuk kerja sama dengan pi -
Bak luar negeri yaitu; B
| = Pembangunan Hasiuna{ galap";gngka_pEngn}ahan sugh?;-

sumber keka¥aan Hagarg dimana membutuhkan pembiayaan
yang besar balk berupah rupiah maupun devisa,

st Raa%igasi dan mobilisasi " fug@a qnﬁ forces ﬂ_gerlu—
disalurkan menurut PEntuk-hantuk hubungan kerja den-
E;ﬂ pihak ketiga, balk Yang berassl dar% dglam mau-
pun dari luar negeri menurut norma-norma yang kerla-
ku dglam dunia ugaha.. _
Dalam menyelenggarakan kerja sapa dengan pihak keti-
ga itu harus bersipat positip dengan mengingat pera-
Bagn-perasaan kq}nginan dan Pandap%t yang hidup da__
lam masyarakat penga derajat dan martabat Negara yang

gedang membina keadilan dan kemakmuran EJ
3}‘- PB,EEI E H,}'E,t- I HU. H'n'-t 19 lm.. J_gﬁﬂ { LH lgﬁﬂf_‘j? Tm-ﬂ

N0,1989 . Said,ﬂﬁn Hukum Ferseroan di Indonesia Ji-

= Natzir . .
6e Efa ?E—B:sian 1, Penerbit lephas, Ujung Pandang, Hal.52
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Dengan dasar pertimbangan ini dapat disimpulksn bahwa-
Pemerintah menghindari.danya kerja sama dalam bentuk klasik
yang dampaknys negatip terhadap negara-negara yang baru :n;‘:
daka, karena negara ~ne€gara yang baru merdeka itu ingin mem
benahi dirinya dengan menciptakan Suagaba Yang aman dalam-
Bal masyarakat yang bebas untuk menikmati hasil-hasil bumi-
dan kekayaan alamnya sendiri,

Hal semacam ini adalah merupakan penghambat untuk men=-
Jalin kerja sama teristimewa dalam menentukan perbandingan-
modal dari kedua bela pihsk disebabkan karena tidak adanya-
Saling keterbukaan, Eerdasarkan pengalaman dan sipat semag =
Cam 1nl,dari negara-negara yang baru merdeka merupakan pe-
ngalgman yang pahit gkibat dari adanya penanaman modal as-
ing ( Forelgn Capital Investment ) yang senantiasa dihubung
kan debgan zaman kolonial dan disamakan dengan cara-cara dan
alat untuk menarik kekayaan dari NWegara Jajshan masa ysng-
lampau ?}r

Eahingga untuk menjalin kerja sama yang saling menguné
tungkan guns mempercepat laju pembangunan, maka ditempuh.ﬂé
“tu cara yakni dengan membentuk suatu badan hukum dengan kg
ta lain h;h.; untuk menetapkan perbandingan besarnya modal
antara modal asing dan mbdal nasional, maks dicarilah jalanm
keluarnya dengan menentukan bahwa kerja sama dengan suatu -

perusahaan negra harus dituangkan kedalam suatuperusahaan -

a)
terbatas- yang -baru

Y e 1 Tamab 52.
E‘:i: ﬁfg&j;ﬂfﬂmmiati Hartono,SH. Op.cit. Halaman 1373,
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... Jadi dengan adanya perseroan terbatas yang baru ini -
Raka akan tampok dengan jelas besarnys masing-masing modal-
Yang ditanamkan, Bagi pihsgk nasional dalam kaitannya dengan
Posisi modal yang dimiliki tidak sepadan dengan modal asing
Maka melalui persercan terbatas akan terlihat secara jelas
apabils tarjad% qﬂminaai modal yang tidak sebanding.

Sebah sehagaimannlﬁaimnya suatu perseroan terbatas o
@;kﬁgal dengan masing-m?sing sebagal modal perseroan ( Mé%i
Ecﬁﬁp?a;%;ke ﬁapi?aal ), modal nominagl Yang ditempatkan {gﬁ
Plaats kapitaal ), dan modal Yang sistorkan ( gestort kapi-
tg;a.?} ﬁisamping modal perseroan terbatas dikenal pula adg
D¥a kekayasn perseroan ( vemnnootschasvermogen 3 dimans kemﬁ
Ngkinannya bahwa modazl PEFEHIG&H dengan sendirinya merupgkan
Bebagaikekayaan perseroan, akan tetapi kekayaan perserocan -
belum tentu merupakan ealuruﬁnya sebagal modal persercan lﬂé

ﬁanggn demikizn maﬁa kehadiran modal asing qi indunes&a
tidgk lagi dinilai secara negatlp seperti anggapan pada masa’
pemerintakan orde lama, bahwa modal asing yang dikenal Fang
berasal dari_ngggra—nﬂgara kapitalis dglam m&mﬁsukkan modal
nya kesuatunegara, lebih-lebih negara yang sedang berkembg—
ng yang selalu diincar untuk dijajah secara ekonomi apabila
tidak memungkinkan dijajah secara pnliFih, dengan menggunak
kan politik itu sebagal mata tombaknya, bukan kepentingan -

€konomi 111- : i
§Y. Dr.M.Natzir Said,5H, Hukum Perseroan-di Indonesi
11 Bagian II/Lanjutan. Mskassar. Halamsn 45.

9 Twd ™ . - ' |
%11_ Focuadl,SHe "Penanaman Modal Asing di Indonesia®, Justi-

Gia.No,2 Tahun. II.Februari 1985. halaman 42,

Y

a. Jilid
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Anggapan tﬂrsahq§ timbul karena tidak ada kepastian =
mengenal status modal asiﬁg yang beroperasl di Indonesia -
duga tidek dapat disangkal bahwa peraturan kita belum mampu
untuk mengatur secara mantap taqtang kehadiran quﬁl'aﬂing-
di tanah air kita. Pada hal modal asing bagi negara -negara
saﬂang hgrkembang adalah “ﬁngﬂt penting sekali, aaalkan_Ja-
ngan kitg dililit oleh modal asing 1tu; lahih-lah;h bila -
kedaiangan modal asing itu justru merugikan kepentingan Na-

Eil}nal .

.!J =

= —_ =

. Modal asing menurut Bka Hahandra,EH. adalah hanya sabg
Eai pelengkap saja dalam menumbuhkankepentingan ekonomi ba-
Nges inﬂﬂnesialel ientunra dengan hadirnya modal asing itu-
harus benar-benar menunjang ussha program pembangunsn yang-
telap digariskan oleh rakyat malalui Earis-ﬁaris Begar Ealu
an Negara ( G B H H J. Artlnya modal asing yang masuk ke tﬂ
ngh air indnnesia harua tetap tunduk dano meuthrmati norma=
norma atau #uran-aturau yang telah ditetapkan.

E';Etiap penanaman modagl hendaknya Jangan hanya mengeduk
keuntungam semata-mata, Jangan sampal kita hanya dijadikan-

sapi parahan para !ﬂnanamanHudal Lsin513j

Kebl jaksanaan pamerintah dalam hal penanaman modal =
di Tomdonesia diarahkan untuk nemgatkuqﬁ dan memperkokoh str
uktuk industri disamping menclptakan lapangan kerja deml pe
ningkatnn k:alitas tanaga kerja Indomesia.

dar .EH "Parihal Modsl Laing"Juatiula. Nomor 2
& gt;uﬂaggf thruari 1985. Halaman 29.

13). Ibld.
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Fengnaman modal asing di Indonesia harus menjadi sarg
Ba alih tehnologi kepada bangsa Indonesia, kesempatan peng
Baman medal asing di Indonesia terbuks luas terutama dibi-
dang industri, bahan bangungn, mebel, pembangunan jalan =
Tol dan sektor perikanan 142

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepen=
tingan nasional dengan hadirnya modal asing maka perlu pe-
ngawvasan pelgksanaan pengnamsn modal asing di Indonesia.

Jadi dengan adanya keharusan bagi penanaman modal asd
ng di Indonesia untuk mam@&ntuk badan hukum dalam bentuk -
Perseroan terbatas i Ff ), maka pelgksanaan lalu lintas mﬁ
dal asing di Indonesia dengan mudsgh diswasi dan dikontrol.

Sebagaimana diketahui bahwa perserocan terbatas adalah
badan hukum yang mempunysl harta kekayssn serta hak-hak daa
kewgjiban - kewgjiban, dan apabila badan ini tidgk melaksg
ngkan kewajibannys maka pemerintah melaluil Badan Kordinator
Penanaman Modal ( EKPH ) dapat mencabuy izin usahanya. Hal
ini hanya bisa dilakuksn apabila semua perusahaan modal -
asing memenuhi prosedure pembentuksan perseroan terbatas -

yang antara lain didaftarkan dan diumumkan melglul Beritg-

Wegara ( B N ). F

Untuk mempermudah pengawasan tersebut maka aangat te-
patlah atau sejalen pendapat Dr. M. Natzir Said, SH. " adg
lah sangat praktis bila terhadap pengumuman dalam Berita -

14). Ir. Drs. Ginanjer Kajtasasmita, Ketua BKFM dikutip -
dari,"pedoman Rekyat" Ujung Pandang tgl 14 Juni 1985.



15

Pengadilan Negeri dimana perserosn terbatas itu seperti apa
Yang dilakukan Sekretaris ﬁan Eﬂaphandrl di Nederlands, dan
Bala alkan lebih baik lagi bila badan semacam itu diadaksn -
Pula di Indonesia guna dapatnya pengawasan dan pengamatan =
dilakukan secara efektip +7)

Hal ini adalah sangat tepat mengingat pertumbubsn dan-
Perkembangsn dunia usaha dewasa ini, dan dipihak lain modal
dari luar masih sangat dibutuhkan yakni menggalang ker jasama

Yang sallng menguntungkan.

2., IERBADAP MODAL NASIOVAL

Bahua _dengan dikaluarkannya Hndang-Undang Nomor E Tahun
1958 tentang Penanaman Hbdal Dalam Hbgﬂri adalah bertujuan-
uﬁtuk;_uandnrnng eektor swasta berperan serta dalanm pamhan,g_
fnan dﬁqlmgngthalikan kedudukan pengusaha swasta pgm;%ik mo
dal sebagai kekuatan ekonomi yaug sekaligus memgiibangi pe-
Nanam modal asing di Indonesias : g

Eartalak darl sini maka mﬂtlﬂaslnya adalah agar modal-
dalgm negeri diberikan keE?mEaFan untuk memalnkan peranannya
dalam berbagal dunia usaha, agar Jjangan tergantung kepada -
modal asing saja. Dilain pihak nndal asing mendarung perkem
hangaﬂ pam'l:rallELlﬂaﬂ di I'r:;dunf.'sia sesual dengan G.ariB»Gal‘iE -
Besar HaJUan Negata, UUD 1945 maupun Undang-ﬂndang tentang-

Pﬂnanaman.ﬂudal Asinﬁlﬁ}

15} « OIra H-_.Hﬂmr' -'iﬂ‘id.ush Op. {:it Hﬂlaman 1}[}._
1'5}. PEI‘ﬂJ.adi,SE. Loc. Cit.
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..
N T

_ ”Suatu_hal Yang sering terjadi dalam dunig perdagﬁngﬁqp
adalgh Peraainman dan nﬁﬁgﬂgq;_pqraaingan_ini dﬁlam kaitan-
Uya dengan ﬁadifqyauﬁudal aging di Indng&§ia: banyal mgggqﬁ
dang permasalahan, ha}k bidang pEmﬂr}ntah,“hidaﬁg swWasta =~
dan masyarakat pengusaha keeil karena terjadinya dominasi -
modal dan persaingan tﬂhﬂnlnlngﬁ yaﬁg_tiqggil sehingga bany
ak perusahaan kecil yang bergerak dalam berbagai bidang in-
dustrihanghrut. ﬂepg;n laparhelakang inilah makg pﬂnanamag-
modgl gsing di negarag-negar Pepkembang bl?h kebanyakan Or ang
ﬂiaﬂgﬂap terlalu”b;ngah meugandqu rlsiko, oleh karana_kﬁaqi
an politik, sosisl,dan ekonominys helu? Etah%l, jika diban-
ding dengan negara-negara yang telah maju lfl“ o

B Dﬂl:}gan_ ]:E-adz_m]_:l. yang PEIEJ_:I'.! E‘tah:?-l.l itu maka tida]t__'biﬁa me
Dgimbangi tehnuluginyaﬂg_serba @nderen dari perusahaan asina.
Hal yang kung?g‘it Yang tﬂlah“dialami oleh paﬂgusahq,-peng!:_aﬂ
ha kecil akibat beroperasinyg F'I; TYFDHTEK menproduksi lca:l._n_.
pel, Eerjatuhannya industri—induatri_kac{l iFu akihat_tindﬂ
kan PY, TYPONTEK berarti kehilangan pendapatan bagi para -
anggﬂtany;; d;; saﬂapa"terpakaa menerima kﬁnyﬁt;;p ini 151

Perlu digaris bavahi bahwa PT, TYFONTEK adalh milik -
peruagh;an-;siﬂa.dEﬂEEH'm“dal dgrirﬂﬁsara Likerig ifriha_ -
Fang_%gmula memprodulcel kain.&ﬂana, akhirnya H&#alih mempro

duksi kain pel, karena pasarat kain Jeans suram.

-y W = i e 5

17). Dr;ﬁj.EFﬁ. Sunar jati Rartono. SH. np;ﬁih.nﬂalanan_131

: . oran Utama ™ Mustghil Tall"!:l-a, Persaingan " =
13}* ﬁﬁ:&ii?ﬂﬂg'ﬂr ET.&hﬂﬂ. Ils FBbI"l.I.aI*:L 1955 halaman 23'
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i -

Ter jadinya Peristiwg diagtas me nurut panulia diﬂﬂhﬁhkﬂﬂ.
karena tidak adanya kerja sama yang baik khususnya dalam ma
Eiﬂgkaﬁkaﬁ haEilhpr?duksi industri-industri kecil atau deng
an kata lain tidak adg kerja sama yang baik antar usaha mg
dal asing dengan usahs modal nasional yang saling manguntuné
kan gung mﬂmparEEPatnlﬁju pﬂmhaﬁgunan- _

. .untuk menjalin adanya kerja sama yang saling mﬂuguntuné
Kan antara kedua bels pihak maks tidak ada pilihan lain se-
laim mengikuti peraturan-paraturan yang ada dalam Undang -
Undang Pemanaman Modal Asing dan ketentuanuketentuan lain -
¥ang barkenaan dengan masalah tersebut. Hal ini sangat pen=-
ting apabila terjadi paristirafsangkﬂta maka penyelesalan -
BYa manprgp hukum Indunaaia hardaaarkan Priusip Domigili.

Sebagalmana dikatanui bahwa modal aalng adalah modgl -
FEHEHFHEF_dﬂﬂ mempunyai tehnologi timggi, bila dibanding -
dengan modsl nasﬁnngl, sehingga untuk nﬁﬁﬁﬂrnng qan_paq;ggj
katkan pertumbuhan modal nasional yang masih serbg kﬂkgraqg
an sehingga ditempuh suatu cara yang antara lain; Dengan Ig
NDingkatkan/memgnpaatikan mcdgl:dan keahlian asing dalam bidg
ng ekgport sarta prnduksi haraﬁs-harans ﬂan Jasa 19}

Hal inl prgktis dilakukan bila perusahaan asing itu ma
Bgikuti kﬂtentuan-katﬂntUan dalam Undans-uudang Penagnasman "E
dal asing karena dengan mengikuti get?ntuag tersebut,itu ha;
arti pe;ué;haan asing harus dalem bemtuk bBadan hukum menurut

hukum Indonesla.

sal Ej UPHI { Undanghﬂndaﬂg Penanaman Mo-
ks élai gﬁnél,yﬁﬂaﬂu- 1 Thn 1967 ( LN 1967/1; TLN no,2818),
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Jadi Pﬁﬂilik modal Daslonal tidak mengalami kesulitan-kesu-
litan dan hambatan-hambatan khususnya dalam membentuk suatu
bﬂdaﬂ hukum perseroan tﬁrhataa { PT }, sebab prosedurenya &
berdasarksn hukum Indunﬂsiap Sehingga Para asnggota pesero -
Jang tﬂrﬁiri_dari pemilik modal asing dan pemilik modal ng-
8lonal yang hendak mendirikan persercan terbatas harus teri
lebih dahulu ‘menyepakatihal-hal Yang hendak dimuat dalam ap
Egaran dasar, supaya tidak merugikan salah gatu Pihak seper
ti perbandingan modal { besarnys nilai saham Yang alan di -

storkan J,

Eehah jumlah Eaham yang ada dalam suatu Perserocan adg,
lah sangat berarti untuk menentukan kebijakeanaan perusaha-
an yang berﬂangkptan.

Hﬂngﬂnai mzsalah Jumlah sahiam paaal 54 Kitah Hndang—Un
dang Hukum Dagang [ I{IIHD JI Yang talah diﬁampurnal-:an oleh -
UU Hn. 4 Tahuu 1971 Lembaran Negara Tahun 19?1 Hnmur 20 -
Tambahan lembaran Negara Nomor 2959. UnﬂanguUndang t&rsebut
mengatur masalall hak suara pemegang saham dglgm rapat umum-
Pemegang saham ( R UP S ).

Perlu dikemukaksn disini bahwa maksud diundanghkasnnyg -
Undang-Undang Nomor k Tahun 1571 adalah untuk menutupi keku
rangan-kekurangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang -
Hukmm Dagang ( EUHD J; yang dalam kenyataan bagi suatu keten
Perundang-undabgan yang ada akan selalu bertumbuh dan berkem

bang seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu

Wagyarakat.
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Haksud lagin diundangkannya Undang-ﬁndang Nomor 4 Tahun
1971 adalah sangat erat hubungannya dengan keingingn paras -
Penanam modal asing, Namun jiks kitg mengamatl pengetrapan-
D¥a téerhadapa modal nasional/pribumi pada dasarnya mendesak
Modal nasionagl. Justru itulah agar dalam praktek pada perse
Foan terbatas supaya dipertegas mengenai sistim yang akan -
dianut dalam penentuan hak 8Uar'a, agar dapat melindungi atau
mempertahankan kelanjutsn modal nasional,-

hp{ﬂnﬁ share one vote)
dalam suatu persero

Untuk mentrapkan masglah hak suara
an terbagtas ( P& ) hendaknya diarahkan untuk menun jang pem-
bangunan nasional dengan tidak mendesak pengusaha swasta ng
sional ( ﬁndal Nasional ), guna melindungi dan membantu pi-
hak nagional.

Jadl dengan usaha semacam ini adalah sesuai d&ngaﬁ usg
ha untuk membangun negara dan bangsa Indonesia dengan mengu
sahakan agar pihsk yang lemah diperkugt, dan yang kuat di -
bimbing supaya kehadiragn modal asing di Tanah Adr kita dapat
menunjang pembangunan nasional dan menumbuhkan perusahgsn -

nagional ( modal nasional ).
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I ENTUKAN IRBANDINGAN FO

Sebagalmana kitg ketahuli bahwa modal perseroan terba=
tas terdiri atas beberaps sgham atau sero, ysng pemiliknya
terdiri atas beberaps Urang atau badan hukum lainnys.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal, maka yang di-
Uraikan didini adalah pemilik modal asing dan pemilik mo =
dal ngsiongl.

Mengenal modal perseroan Pasal 40 ﬁitah Undansﬁﬁﬂﬂaﬂﬁ
HRuloym ﬁagang menyebutkan sebagal berikut; Modedl perserocan=-
barug dibagi dalam beberapa sero atau saham, balk atas nama
mgupun dalam blanko. Para peserc atau pemegang saham atau-
andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pg
da Jjumlah penubh gndil-gndil itu,

Jelag disini bashwa suatu persercan tarhatas nampunyai
mudal dan kakayaan perseroan { vennuﬂtschapvermugan }
mana kemungkinan bahwa modal persercan dengan sﬂndirlnyu -
merupakan sebagal kekayaan perseroan, akaq tetgg& kekayaan

pPergerogn belum tentu merupakan selurubnya sebagal modal -

Pﬂrsaruan Eﬂ} ~

H&ngengi kekayasn perseroanm ini n}eh u;eh para shli -
hukum memberikan suatu defaﬁisi Yang pada dasarnya defeni-
5l tersebut mengatakan bahwa kekayYaan perserocan adalsh ni-
lzi bendg bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi -

dengan utang-utang pPerseroan.

20). Dr. M. Natzir Sald, 5H. Loc. Cit.



SUPa¥a dapat mempercleh gambaran yang jelas t““ﬁﬂﬁgh:

4
¥ekayaan perseroan paka penukis mengungiapksn”tiga BeHal’ -
g T

Pat dari Sarjana Mukum yakni; "ACHMAD ICHSAN, SH." Babwa -
Kekayaan perseroan adalsh Jumlah harta yasng menjadi milil
Perseroan dikurangi dengan utang-utangs perseroan dan meny

Tut hukun dapat terdiri dari benda bergerak dan tidak ber

gersk L)

] = . — -

SOZKARDUNO, SH. Bahwa untuk mengetshui kekaysan se -
bugh perseroan terhataq_EaPtulah harus dari pembukuan pers«
Eﬂrﬂahtﬁrh?tas { Pi 5 Dyata berapakah hingga saht itussu =
dgh distor, beraps jumlah penagihan perseroan terhadap pe-
mﬂgangusahgm yang belum penuh penyetorannyas dan lain-lain-
Pungutan misalnya terhadap pihak ketigs, lagi pula nilai -
benda bergerak dan tataq Yang Jjadi milik perseroan jumlgh-
aktiva dini Earus dikuraqgi utang-ut?ns PErseroan EE!

éﬁqﬁﬁgkan W:ﬁ.L: ian der Gritgn,ﬂw;J; élagteen : Bah-
Wa kekayaan Perseroan ada}ah} éamUa harta yang dimiliki pgg
serogn baik barang bergerak maupun yang tidgk bergerak, by
1k barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud setelazh

dikurangi dengan utang-utang persercan ataukah merupgksn -

2
suatu Eem;likgn yang nyata 52

Ei chmad Ichsan E_H-I-- EEIEUHI..DEEEIIE « ‘Cetgkan Pﬂr't-'ama’ -
* %ﬂu&?bit Pradija Paramita. Jakarta, Halaman 166.
EE}; Prﬂf."R."SGEkaranD, EE-. Hukum Dagang Indonesia. Jilid'
1-( bagian kedua”) celakan ketlga, Penerbit Soeroengan
Jakarta, 1964, Halaman 117. e :

23), Dikutip dari Dr. M. Natzir Said,” SH. Hukum Perseroan-
di Indonesia Jilid I Bagian II/Lanjutan. Fenerhit le -
Pas, Makassar 1980, Halaman 45.
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-

Jelas bahwa kekayaan perseroan merupakan modal dalam=-
arti ekonomis yang selalu mengalami perobahan tergantung -
Pada kemajuan dan kemunduran perusahaan yang bersangkutan.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas hanya Soekardono
yang menyebutkan adanya pembukuan, karena dengan adanya pﬂi
hukuan maka Eﬂ'lﬂktu.-'l'ﬂktu dapat dikﬂtahui E'EEE.]-E pegugtu =
Yang berkenaan dengan suatu perusahaan bersangkutan., éehing
Ea dengan dasar ini maka oleh penulis lebih cendrung kepdsa
pandapat_tersebut.

Untuix memperoleh pengertian lebih lanjut tentang modal
perseroan sekaligus perbandingannya dengan kekayaan persero
an maka perlu dikemukakan pengertian modal perseroan seper-
ti pendapat Dr. M. NATZIR SAID, SH. dibawah ini: ; 2%)yogu.

Persercan ( Maatschappelijk kapitesl ) atau momi
nal kapital ialah suato jumlah yang ditetapkan
didalam skte perserocan, yang merupskan sebagai
Plapon saham-saham dari pada perseroan, dan yg
dikeluarkan serta dibagl atas sejumlash szham =
gallam dan merupakall puly sebagal modal yang se
tinggi-tingginya dari perseroagn, secara yuridis
sehingga modal tersebut disebut sebggal modal,
éadaﬂgkﬂn pengertian qual perseroan oleh undang-undg
ng sendiri yaitu gejumlah uang yang il;[:tﬂtapkan dalam anggm
ran dasar dari suatu Ferserodan Terbatas ( PT ).

Jadi modal perseroan dan kekayasn perseroan mempunyai
perbedasn; kekayaan perserosn merupakan modal dalam arti -
ekonomlis yang selalu mengalami perobahan tergentung pada -

kemajuan dan kemunduran_pada perusahaan yang hErEgnghutgn:

sedgngkan modal dasar nominal tetap sebagaiman yang disebu

utlkan dalam akte perseroan.
oLT, Ibid. Halaman 46.
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-

Dengan modal dgsar nominal tetap sebagaimana yang di-
sebut dglam agkte Perseroan, hanys dapat diuhay oleh rapat-
umum pemegang saham dengan prosedur seperti pada waktu ba-
ru mendirikan pereeroan terbatas, dan disebutkan sebagai -
modal yuridis,

Hal inilah yanz senantigsg diperspalksn dalam suatu -
pPerusahaan yang dikelola oleh pPerusahaan asing dan perusa-
haan nasipyal, Fhusuaﬁya dalam menentukan kebljaksanaan pe
rusahagn Yang dalam hal ini hak suars pemegang saham.

karana biasanya jumlgh saham pada sugtungarsarﬂan ter
batas tidak seimbang dengan katalain modal nasiongl sering
didumﬁnir oleh modal asing.. 4

Eahaga:l. contoh dapat dikemukakan bahwa adanya ketidak
seimbangan saham dalam suatu perseroan terbatas ?“E"i dal=
am anggaran dasar PT. SERNIWA??) Perusahasn ini adalah me-
rupakan bentuk perusahaan Joint %anturﬁ antara modal swas-
ta nasional dengan modal swasta -}EPEME ( ant.?ra__ﬂl‘l['amauddin
Dg mﬂﬂng dengan Nissho Iwai ﬁn.BTD;_ Cs ), pada pasal 4
dari anggaran dasar ter%ghpt dicamtunican sebagal berikut :

1,. Syamsuddin Dh Mamgawing, 220 saham

2. Nissho Iwal Co. LTD, 380 saham

3a Nippom Satetsu Kogyo Kabushi Eaisha ( Japan.Sandﬂ—

teel Co. LD ) 100 saham

ko Shiki-Fuku Kogyo Kobushiki Kaisha ( Japan Iron Eag

dsteel Cos LTD ) 100 saham

I, No.481 Tahum 19?5, skte notaris No., 76, -
e Hmﬂ:ﬁiﬁﬂﬁurtmi Mulyadi. Jakarta.
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Melihgt Perbandingan saham te;sabu_t_ maka diantaras pe=
I€gang saham, hanya point pertama yang meruyal-:an pihak swg
ta nasional dan Eﬂlahihﬂ}"a adalah pihak asing. Ini Jelas -
bahwa sgham ( modgl } Yang paling dominan adalah modal ass
ing blla dibandingkan dengan modal nasional.

gadi Otomatis penentu dari Pada kebijaksanaan perusa-
baan adalah pihak aslng, dalam rapat umum pemegang ssham -
( menyangkut hak suara e

ﬁ&ngenai bhal ini maka pemerintsh telsgh berusaha untuk
men:.reu:purnakan Pasal 54 Eitab Undang-Undaﬂg Hukuw Dagang -
dengan Undang-Undang Humur L Tahun 1971, yskni dari sistim
hak suara terbatas menjadi EiEtlE hak suara tak tarbatas -
dimang diginskan prinsip " Ome Ehare GME vnte "; Satu Sgh&m
Satu Suara ). .

Ferlu diketabhui bahwa latar belagkang diundangkannya -
Undang-Undang Fomor 4 Tahun 1971 adalah erat hubungannya -
dengan keinginan para penanam modal asing yang hendak meng
namkan modalnyas di Indonesia. Jadi dengan Jjalan ini mgkg -
penentuan perbandingan modal dapat dilihat pada amggzaran -
dasar perseroan tersebut karens disitu tercantum namg pars
peserc dap jumlsh sero ( Saham ) yang dimiliki,

Karena dengan melalul badan hukum perseroan terbgts -
maka pengawan terhadap modal-modal asin;e: yang beroperagsi -
di Indonesia lebih mudah sebab sipat dominasi modal dari =
pihak asing dapat diatssi/dicegah melalui prosedure pendi-

rian suatu perserocan terbatas.
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BAE III

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN PERUSAHAAN
YANG BERBADAN HUKUM PLRSEROAN TiRBATAS

1. NYJA FPEHH E-I-J NGGUN 'w B/THTERE

Untuk mempercleh gambaran yang lebih jelas tentang
adanya pembatasan tanggung Jjawab terhgdap perusahaan yang-
berbadan hukum perseroan terbatas, maks penulis ingin men-
gemulkgkan beberaps pengertian atau defenisi darl perserosn
terbatas [ PT }.

Ketentuan pasal 3% ayat 1 dirumuskasn bahwa Pereerocan-
Terbatas tidak mempunyal firma, tidak memakal nama seseorg
ng pesaru.atau lebih dari para peseronya namun diambilnya-
lah nama perserogn itu dari tujusn perusahasnnya semata =
Batae

Mengenal ketentuan tidak memakal atau tidak mempunyal
firma, tidak memskal nama seseorang perserc atau lebik ta-
pi memakai nama yang hanya menunjukkan lapangan pesrusahsan.

Ketentuan tersebut mencerminksn bahwa pemakaisn nama=-
persero dititik beratkan k?PFdﬂ_FidEk memakel nama deri -
perseroannya " Naamloos n atau tanpa nama, akan tetapl pea
makai;n nama perusahaan digunakan sﬂsuai dengan tujuan dan

lapangan usaha dari pads perseroan terbatss yang bersangku

tam ( ?nurﬂerp van haar bedrijf }EEE Dengan melihat rumu-

san tersebut maka pada pokoknya menitik beratkan pada tidak

dipakalnys nalia Pesero pendiri terhadap persercan terbatas

Yang bersanghkutan. : . .
26]1 Dr. Ms Hﬂtﬂir Eﬂidi EH'P GPI' cit ] Hﬂ.l.ﬂ,ﬂlﬂ,ﬂ ?.




26

Dengan dasar Pemikiran ini bahwa pemegang saham dalam
Suagtu perseruag terbatas dﬁpat’aaja dilakukan pergantian-
Pemegang ssham, tanpa me lgkultan pembubarau perserocan :.ra-uns
tetap merupakan sebagal suatu badan hukum dan tidak teri-
kat kﬁpaﬁa pemegang saham lain dari perserocan tersebut.
Hagﬂ;ut Ernfp Dd. Rahmat Scemitro, SH. ﬁah!a perserg

an terbatas ialahLE?j

a. Porsekutuan( Persetujuan) antara dua orang atau -
lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu =
barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk meng
usahakanitu dengan membagi keuntunggn yang didag -

Patiya.
b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi

atas saham.

¢. Para pesero ikut serta dalam modgl itu dengan men

ganbll sSatu saliam atau lebih,. SRG A
d, Melakukan perbustan-perbuatan hukum dibawah nama-
ang samadengan tanggung jawab vang semata-mata =

. e;hataa pada modal mereka yang distorkan.
Berdasarkan uralen tersebut dlatas maka dapatlah di-
tarik suatu kesimpulan baghwa tanggung jawab para pemegang
szham terhadap perseroan adalah terbatas atas jumlah sah-
al-sghamnya atau dengan kata lain tanggung jawab seorang-

pesero terbatas atas jumlsh saham yang dimilikinya.
Sebagal dasar darl pada keterbatasan tanggung Jawab~
( Beperkt aansprakklijkheid ) maka pasal 40 ayat 2 Kitab-

UndangaUndang Hukum Dagang secara tegas menysbutkan bahwa
Para pesero ataupemegang saham atau andil tersebut tidak-
bertanggung Jjawa untuk lebih darl pada Jjumlah penuh andil

andil itu. -t -
al Soemitro, SH " Penentuan Perseroan

27 )= Frof. Dr. Rac ;
]]'n:dgl:ng-l]nﬂan Fajal‘." W Cetakan VI di-
Dengai EREE&G

Eﬁﬁﬁiﬁui Penerbit FT. Jakarta. 1978. Hal 6.
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Jadl perseroan terbatas adalah perseroan ysng berba =
dan hukum dengan modal perseroan yang terbagi abian ashismeb
saflam dimana tiap pesero memiliki satu atau lebih sgham -
Jyang da?at dialihkan! peserc tidak bertanggung jawab seca-
Ta pribadi untuk perbuatan atas nama persercan dan tidak -
memikul lebih dari pada sejumlah saham yang dimiliki.

Hal ini sangat penting dalam hal_kﬂrja Bama antara pe
milik modal asing dan pemilik modal nasianal;' ";pahilh- s
Ferusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian, maka pemi
lik mmdalqhanya ménanggung kerugian sebesar sgham y ang di-
miliki. Jadi tiqu gama dengan perusahaan yang berstatus 4
tanggung Jjawabnya tidak terbatas seperti Firﬁa.

1 Dengan adanya pembatasan tanggung Jjawab,itu berarts -
bahwa pemilik modal asing dan pemilik modal nasinal tanpa-
campur tangan negsra balk negara asal maupun negara peneri
ma modal asing. Akan tetgpl hanyalah para pihak yang ter =
gabung dalam bentuk badan hukum yang telah dibentuk bersa-
ma-sama; akan memikul bersama-sama resiko atau kerugian.

Hﬂrj; Eﬁma semacam inil diaaput Joint Enterprise yang-
yang merupakan perusahaan terbatas, dan modalnys FeFdiri -
dari nilal rupiah dan ysng dinyatakan dalam valuta asing.

Dari sekian macem bentuk kerja sama antara plhak asing
dﬂnE;u pih;k ngsional, maka dalam kaitannya dengan soal peg
h;tasan tanggung jawab sehingga u;ah penulig lebih cend&rg
ng memilih bentuk kerja saTa Ju%nt Enterprise dan Euqtak -

Karys , dengan alasan bahwa bentuk kerja sama scmacam ini-



adalah berbentuk badan huﬁum;

Jadi pemilik modal asing dan pemilik modal nasional -
membentul suatubadan bukum yang dalam hal ini tidak lain -
adalahhfﬁrsaruan Terbatas.

wa}nﬂpuniﬂndang-ﬁgdang_Hbmnr 1 Tahun 19é? tidak ada -
Buatu pasgl Yang secara Eﬂgnf'mﬂnentukﬁu taﬂt;ng bentuk ker
Ja sama Yang akan diberlakukan dglam hal kerja sama dengan
plhak.aaing akan tetapl bila pasal 3 Undaus-ﬂndang Nomor-
1 Tahun 1967 ditafsirkan maka bentuk kerja sama tersebut -
diataslah yang dimaksud,

Penulis menyadari bahwa bukan berarti bentuk kerja -
Salla Yyang lain tidak baik, akan tetapl hanyah dalam kerang

ka Perserogn Terbatas..

2. IERJ i UNGAN HUEKUM ANT D NGKAPAN.
EERSEROAN

Seperti diketahul bahwa dalam suatu perserocan terha -
babaterdapat sekurang-kurangnya dua orang atau leblh pese-
ro pﬂndiri; itu berarti hﬁh!a untuk BahEFa pendirian suatu
per seroan ta;hatgs harus adﬁ dua orang atau lebih.

Dan untuk pendirien suatu perseroan terbatas harus -
dengan akte notaris ( Pendirian perseroan terbatas harus -
dalam ;kt; otentik ). Dalam akta ini dicantumkan nama-nama
Pesero pundiri;,mﬂngenai pesero pendirl 1lni dapat diarti -
arti yang lugq.j;itulmareka yang membentuk peru-

kan dalam

b e mengambil inisyatip, yang dalam hal ini dikenah

kan juga bagi pibak ketiga atau kepada seorang pendiri....
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~+++s dari perseroan terbatas, dan kalau diartikan dalam -
arti EﬁmPit adalah untuk mendapatkan keuntungan pErEErQnﬂEﬂ

Jika niat para pesero pendiri( Oprichters } telah die
Sampalkan kepada Notaris dan selanjutnya meminta pengesahan
kepdg Henteri Kehakiman maks dapatlah dikatakan terbentuk -
lah perseroan terbatas yang dimaksud, sebagal badan hukum-
Jang memikul hak-hgk dan kewajiban dsn sebagai subyek hu-
kum,

jadi dengan deqikian maks perseroan terbatas perlu di
lengkapi dengan urgan-nrgﬁnfhadan—hﬂdan kelengkapan perse-
roan untuk mﬂIaEili sebagal subyek hukum yang memikul hak-
hak dan kewajiban. ;

Mengenal badan kelengkapan ini oleh ﬁndang»yndang“tid
dak ditentukan secara limitatif mengenail badan-badan dari-
Suatu perseroan terbatas, akan tetapl dalam praktek dapat-
me 1 akulcan perlugsan selanjutnya sejauh dalam batas-batas =
Yang diperkengnksn oleh Undang-Undang, seperti misalnya di
adakannya rapat luar biasa dari para pemegang saham, komi-
saris yang didelegasikan, komisi tenaga ahli atau penase &

hat dan komisi ysng bersama-sama yang dibuat oleh pengurus

dan dewan komisaris 9}

Namun pasal 44 Kitab Undang=-Undang Hukum Dagang menepn
tukan bahwa tiap-tiap perseroalb terbatas harue diurus oleh

beberapa PEHEUT“E:--**----'*-PHTH pengurus tidak boleh di-

angkat secara mutlak untuk selamanya.

S87.Dr. M. Natzir Said, SH. Op.Cit Halaman 25.
29), Ihid. Halsman 81.



(i;f{f: :. : 3?

Inl berarti bahwa badan kelengkapran pefsefdan f&r%ﬁfgsf

tidak mutlak ditentukan, akan tetapi tErEanﬁﬁhgTdafihEé;:Ei
dan kebutuhan suatu perseroan. Semua badan helenggg;an ters
Sebut harus diangkat melalui forum rapat umum pemegang sa=
ham oleh para pesero.

Perlu diketahui bahwa bentuk organisasi badan-badan -
Perseroan terbatas lasimnya dibedakan. atas dua bentuk yai-
tu bentuk biasa ( Gewone model ) dan bentuk besar ( Grote =
Vennootschap ). Dari kedua bentuk ini masing-masing mempu -
hyal bzdan kelengkapan tersendiri, akan tetapli ada badan ke
lengkapan yang bersipat fakultatip dan yang diwajibkan.

ﬁadan kelengkapan yang tidsk diwajibkan adalah dewan -
komisaris untuk perseroan terbatas dalam bentuk biasa, sedg
ngkan bagi perseroasn terbatas yang besar justru sebgliknya -
yaitu diwajibkan adanya Dewan Komisaris.

Dari urgian diatas dapat ditarik kesimpulen bahwa badan
kelengkapan perseroan. .antara lain; Pimpinan/Pengurus, Rapat
Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, Fadan-badan terse-
but tidak dapat dipisshbkan satu dengan yang lain dalam meny
nailkan tugasnya sebagal satu kesatuan untuk menentukan maju
mundurnya suatu perseroan, Jjadl apabila persercan ingin me-
lakukan perbuatan hukum makg pengurusnya dipersoniplkasikan
sebagal Perseroan Terbatas Yangbersangkutan tegasnya; bukan
pribadi yang berbuat melainkan Femseroan Terhaﬁas-

Dalam pasal 47 Eitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa-
tugss dari pengurus yaitu mengemiidikan usaha perserran sehg

ri-hati, mengurus modal persercan termasuk didalail iyaee....
- i
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Ferbuatan-perbuatan untuk mewakili persercan dimulks dan di-
luar pengadilan, ..

Ismail Suny -0 mﬂmharikan”p?narti%n tenaga pimpinan -
Gan direkel atas dasar fungsional, dijelaskan bahwa Direksi
adalah mereka yang diseri pengurusan modal dari pemilik mo-
da}, Sedangkan istilah tenaga pimpinan yang disebutkan ber-
Bala~-sam dengan istilah tenaga ahli dihubungkan dengan jabg
tan-Jabatan diperusahasn modal asimg diluar jabatan Direksi.

LR. M. Natzir Sgid, SH memberikan pengertian mengemali-
PFimpinan t_pastqur ) dari persﬁrua;.tg;hgtas adalah 312 Gré
BEg-0rang y aug ?yatn mey@mpin dap Eﬂmpunyai ﬁawanangan mewa=-
k;li perseroan, dan secara bersama disebutkan dengan pimpi-
Dan. Perlu ﬁigﬂriﬂ bawghi diﬁini bahwa penggunaan pimpinan-
dan pengurus sering dikacaubalaukan oleh para sargana hukum
lainnya, skan tetapi oleh DR.M.Natzir Said,SH. Istilah pim-
pinan ( bastuur_ﬁ yang digumalkan, sebab istilah ini dikenal
oleh Undang-undagg._Selapjutnya beliau mﬂmherikﬁn pengertian
mengenal pimpinan yaltu ; ﬂl_'_ans-ﬂr&nﬂ Yang dﬁﬂgai; n;ﬂ'ata mn,i_.
mpin dan mempunyal kewenangan memimpin perseroan, dan secara
bersama disebutkan dengan pimpinan.

PEm;haiaD istilah pimpinan dan pengurus sering diguma -
kan Eecgrﬂ berganti didalam akte pendirian persercan terba -
tas, d_']_man,; ;Bringldidapati kata=kata Pengurus terdiri dari
Direktur ut;m; ;taﬂ Presliden ﬂ@rektur dan-dihantulu;eh......
B T st ayse, B Hiun Proetoch a1 Taaomests

Lanjutan ). Penerbit lephgs Ce-~

. an II
ﬁ:ﬁi& %I?aﬁﬁuns Pandang 1977/1978. Halaman 211 dst,
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hEhHTEPﬂ orang Direktur yang mereka sebutkan Direktu i,_ﬁi-
rektur II dan seterusnya, kadang-kadang pula diketemukan b
hwa pimpinan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari-
Preaiden Dir&ktUr dan beberapa orang direhai.

: Julasnya bahwa pimpinan merupakan sebagai suatu fungsi
Yang dijalankan oleh orang-orang yang dibﬂrihan kewenangan-
melakukan perbustan hukum atas nama perseroan, E?ﬂaﬂgkan Di
rektur tidak lain gari pada bentuk gelar dari orang-orang -
Yang berfungsl sebagal pimpinan yang menjalankan tugas ter-
sabut 52}

Jika kita manyimpulkan p&ngartian diataa maka maka ke-
lengkapa perseroan adalah sejalan dengan ketentuan Undang--
Undang pen;naman MOdal Asing. tenaga pirpinan terlepas dari
j;h;tan.direkiurfdirekdi, pedangkan dalam perseroan yang =
bissa maupun persercan yang besar adalah merupaskan satu ke-
satugn dalam hubungsn interen antara anggota-anggota pimpi-
pinan dan para anggota Pemegang sgham sesamanya dalam Rapat
Umum Pemegang Sahamy pemikian pula sntara anggota dewan Ko-
misarise.

Dari uraimn ini pula dapat ditarik suati kesimpulan =
bahwg untuk mendirikan suatu perseroan terbatas harus seku-
rangkurangnya dua Orang, itu berarti bahwa saham-saham yang
ads dalam suatu perseroan terbatas . tidak berada ditangan -
hanya satu orang

sil ﬁnmiai Hukum Dagang P
bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Ter-

atau Batu badan hukum, bahkan Rumusan ha -
ads seminar Hukum Nasional yang ke
dug di Semarang
batas diharuskan adanyaessssenns
32)e Ikbd
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Eah“rﬁng‘kuraﬂﬁﬂ?ﬂ tiga orang pendiri yang berkewarga nega-
raan Indonesia, mengingat betapa sringent-nya kemungkingn -
Yang terbuka menurut konseptor untuk mengadakan kerja samg=-
dengan orang cq. kapital asing itu 353

Dari rumusan diatas maks menurut hemat penulis bghwa -
dalam rengka kerja sama dengan pihak asing supaya diperteg-
as bidang-bidang mana Bang hanya boleh diusahakan oleh pen-
Eusagha nasional dan bidang-bidang mana yang terbuka untuk-
Pengusaha asing. Hal ini penting apabila dikemudian hari ter
Jadl konplik atau sengketa mengenai hukum yang aksn diperlg
kKukan kalau para plhsk tidak mengadskan pilihan hukum atgu-
tidak mencantumkegh dalam anggaran dasarnya, bahﬂalapabiln -
terjadi perselisihan antara para pendiri atau para pemegang
BEaham maka apakabh bukum dimgng perusghaan itu beroperasi -
atau hukum dari negara dimang badan hukum tersebut didirikam

Umpamanya suatu badan hukum didiriksn menurut hukum In
donesia haka dengan sendirinys merupakan badan hukum yang -
berkewarga negaraan Indonesia. Meﬁsenai masalah Kewarganegg
ragen suatu badan hukum Sunarjati Hartono %) perpendapat -
bahwa Kewaganegaraan suatu badsn hukum hanya perlu didalam-
masa perang, untuk dapat mengetahuli badan hukum yang mana -

merupakan milik musuh dan mana Yang bukan.

.éalaﬁ, S5H, " Seminar Hukum Haaiunal.ﬁ Tahun

33)e Kic Ghalia Indonesia. Jakarta. Halg

Wantiik :
1963 = 1579. Fenerbit.

3h4) g?? gg:ﬂfﬂ. Sunarjati Hartono,SH. Op.Cit. Halaman 48,
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Dlsamping itu perlu . kewarganegaraan suatu badan hu-
kum diketahui, berhubung dengan kemungkinan diadakan Na-
eionalisasl atau perwasitan, akan tetapi suatu kewarga-mnegg
Taan hadap HUEum tidak Eelamanyﬁ“d;tEntuh;n.k;rﬂn; untuk =
nampﬁynieh_suatu kﬁwarﬂa-nﬂgaragm yadan hukum bisg dilihat-
tgmpgp kedudukan yang aehﬂnaruya_dan harus ;auperh;tik;n le
F?R“Iﬂ,ﬂeﬁtrﬁ of management gnd administratiuu; atau apa kg
Warga Oe€garaan direksl yang terbanyak atau kewarga-negaraan
kebanyakan Pemegang aﬂﬁgm,_;_ aPa Yang merupakan pokok per-
aengketaan dan sebagainya.

Etatus kEiarEarnHEarﬂan meuurut Undans-undang Fenanamah

H?dal ising ﬂEnyﬂngkut peruﬁghaan sebagal satu kesatuan tqg
Pﬁ;me;ihat adapya"?rﬁan-nrgah.yang tardapgt didalam perusa=
haan yang bersangiutan. Mengenal hal ini adalah sangat ber-
tentangan dengan fungsl suatu organ, karena organ perusaba=
an gangat nﬂ?&ﬂiukan pertu&huh;n pﬂruaahﬁan yang bersangku-
t;n. H;rema dalam nyatu perseroan tﬂrhatnsmpﬁz;u dijalin ker

dan Jujur guna mempercepat pertumbuhan ekg

Ja sama yang balk
35)

nomi negara-nggara yansg menjalin kerja sama ini
Hal tersebut dimaksudkan agar Jangan ter jadi ke:urangﬂn_

kecurangan antara para pemilik modal atau para pemegang sah-

am, khususaya dalam laporan untung= ruginya perseroan. Inrur

ﬂasi tersebut dapat dikﬂtahU1 melalul Rapat Umum PamEggng -

Eahan ygng merupalcan kakuaﬂaa#“tﬂrtlnssi ildalaw _ jalannyn

Suatu persercan terbatas sebagal perwujudan hubungan hukum,

5 M.B.A. " EBtonomi Imternasional™ Buku 1
e ?Rieggfiigggaéangan *ntﬂrnasiﬂnnl ') Edisi Kedua. Pe =

nerbit Libertys. ¥ okkyakarta. Halaman 7.
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Status hukum persercan terbatas adalah berbadan hukum-
Privat yang sepenuhnya tunduk pada hukum privat dan itu ber
arti }:_ualhjl_'a s-_Eglala gesualu yang berhubungan dengan kegiatan-
Perusahaan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentusn yYang
hukum privat. e o 5

Hea;ringgung mengenal laba perusahaan yang dalam hal ini
men jadi pembahasan mengenai pe:uhagiannya. Dalam. Kitah Hndan;_
Uﬂdanﬁ: Hukum DH.E&HE { KTJHD J tidsk ada satu paﬂalpm& ¥ang =
mengatur mengenal pembagian lali:?._-:_l“PEI_‘_i}.Effhaani akan tetapl bi
la ?el;._hat mengenai tang_g_'yng Jjawab para pesero yakni: -Ta.n.g—-
Eung jawab terbatas terhadap kerugian atauh_resikn yang dide
rits oleh perseroan Yaitu tanggung Jawabnys tergantung dari
besar kecilnya saham yeng dimiliki oleh para pesero pada su
atu perseroan terhatas yang harsangkutan.

Jad.l pemh.ﬂian laba perusahaan erat sekali huhungan.n;ra
dengan Eaham yang dimiliki dan ini dapat terlihat dalam su-
;tu H;p;t Umum Pemegang Saham mengenal siapa-slapa yang ber
bak atas hak suaras Pasal 5k Kitab Undang-Undang Hukum Dega
ng ( KUHD ) satgl,;,h di rubah dan ditambah oleh Undang-Unda-
ng Nomor 4 Tahum 1971 mengatur mengenal sistim hak suara -
terbatas menjadi sigtim hak suara tak terbatas j‘ait}@ dengan
di Ew ann.;;.r; prinsip satu saham satu suasra ( One share one
vote ). _ _ .

Berdasarkan hal tersebut maka mengingat Pﬂntingn.‘.ra arti
dan peranan hak suara pemegang saham dalam suatu perseroan -

s e
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=g i HTe

terhataa dalam turut serta menentukan hagaim;n..z.i seharuanya
kEbijﬂkﬂﬂﬂﬁﬂﬂ"kﬂhiJﬂkEﬂnaan Yang akan ditempuh oleh suatu-
Perseroan tErhﬁtaa demi kelanjutan hidup dan perkembangan-
perseroan tﬁrbatas Yang bersangkutan,

Jadl hak suara ditentukan uleh hes;rnya masiug-maaing
nilai,saham Yang dimiliki Esbagai cuntuh-si A Ep 100 -000,-
sl B Rp 50,000,- dan sl E Rp 10, 000,- jadi kaaﬂimhang&n B
SUara yang dimaksudkan adalah masing-naslng mEMPUhEal hak-
Suara ( EtEmrEcht J 1- 10 Suara B- 5 Euara dan Ei- C- 1 -
Euaraiﬁ}

Cara semacam ini laaimnya disebut azas kesamaan dan -
qu?imhangan, Ini tﬂrjadi_Pada Eahaﬂ-ﬂahaﬁ Yang mempunyai-
Dilai mominal yang berbeda-beda dari setiap pemegang saham
seperti contoh diatas.. B o

1 Jadi”dalam hal ini pemegang saham berhsk mengeluarkan
Buara sebanyak kapitgl darl harga nominal saham yang tﬂ:hé
cil dari perseroan terhadap kasﬂluruhanhjumlah_harga BOM] -
nal dari ssham yang dimiliki oleh pemegang saham. _

ﬁbrdasarkan cara taréahut“diatas malka penulils harpqndé
Pat b;hrn dalam perseroan terbatas pembagian laba perusahg-
an juga ditetapkan atas besarnya saham yang dimiliki, Jadd
Yang skan diperoleh para pemegang saham akan berbeda~beds -
¥aitu gesual dengan besarnya sabam yang ada dalam perseroan
terbatas yang bersangkutans

Sebagaimana diketahui bahwa sipat dari perseroan terbg
tas adalah. bersipay/berfungsi Comercisl Corporations?’, Dgn

€ Drs Me Natzil sSaid,SH. Op.Cit. Halaman 55,
§?;. Kuliah Dr.M.Natzir Said, SHe Tgl. 10 Dessmber 1980,
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Dengan sipat/fungel inilah meka keuntungan yang diper-
©leh perseroan adslah keuntungan bersama bagi para pesero,=-
dengan k“tF lain babwa para pesero berhak atas keuntungan -
perseroan ( dividen ). Salah satu hsk pesero dapat dikemuk;
kan disinl yaltu pesero berhak mendapatkan pembagian laba -
Tahunan.

Mengenal laba Tahunan dapat dilihat pada pembukuan per
seroan terbatas yang bersangkutan ysitu pada Neraca rugi/lg
ba, sesual ketentuagn pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Da-
gang ( EUHD ), pasal tersebut merupakan kewgjibasn bagli se-
tiap orang yang menyelenggarakan suatu peruaahaaniﬁ}

Yang menjadi masalah dalam pembagian laba perusahaan =
khususnya pada persercan yang dikelolgh oleh plhak asing =
dan pihak nasional atau perusahaan campuran mengenai perhe-
dagan pembukusn yaitu disatu pihak pembukuan ruplah dan di -
lain pihak pembukuan dalam valuta asing 592

Dan yang lebih para lagl kalau terjadi sandiwara menge
nai adanya Perseroan Terbatas yang secara formil dimiliki -
oleh swgsta nasional tetapl secara materil dimiliki oleh -
;ai;g ( Mengenai hal ini penulls menyadari bahwa um~

orang
tulk membuktikan secara pastl harus diadakan suatu peneliti-

&n ] a - = - is =
. %&:ggugiﬁgan.ﬂgnphgnﬁel} 5. 1847 No. 23.
35)a Dr. M. Natzir Said, SHe Op.Cit. Halaman 32.
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Tindakan semacam itu memberikan suatu kesan yang ti
dak baik oleh karena keuntungan yang sebenarnya diharap-
kan jatuh pada pihak nasional, akan tetapi justru sebalik
D¥a, sehingga kewajiban pensnaman modal asing untuk ber-
Partisipasi bagi modal nasional tidak ada, sebab para pe
megang sahamnya dikuasal oleh pihak asing jadi otomatis-
laba pﬁrusahaan dikuasai sepenuhnys oleh orang asing.

Hal semacam ini ter jadl pada suatu perseroan yang -
berkedok Nasional atau sebenarnya bermodalkan asing den-
gan memaksi nama orang-otang Indonesis asli ataukah deng
an perkatsan lain bahwa perserocan terbatas hanya memakal

kedok nasional aemata-matahug

L0). 1bids



BAB IV

URAIAN TENTANG DASAR FFNﬂlTUEAH Pnnsannnn RRCTISY
TLRBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN MODAL ASING __—

™ H ;
1 o o -\._;__;

UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG(EDHD)

) PaEal‘PaEal yang mengatur Perseroan Terbatas dalam Ki-
tab Undang-Undang Hukum Dagang {HUHD}, terdiri dari 21 pa -
sal yaitu pasal 36 sampal pasal 56 KUHD.

Dari sejumlah pasal tersebut tidak secara jelas dan té
rperingi mengatur mengenal mgsalah-masalsh ysng menyangut -
meéngenal perseroan terbatss, dan pengaturagn selanjutnya die
serahkan/dicantumkan dalam akte pendirisn suatu perseroan -
terbatas.

ﬂal gemacam ini dirsssken dalam praktek perserocan ter-
batas dewasa inl maupun dalam perkembangan perusahasn dan-
perdagangan baik dalam tingkat naslonal maupun pada tingkat
Internasional. Karena Indonesia sebagal negara yang merdeka
dan berdaulat yang hendsk bergaul atas dasar sederajat dal-
am Family of Hatigng; Sudargo Gautama mengsnggapP sebagal su
£ mutlak-sﬁbah negara Republik Indonesiapun tu -

atu hal yan

rut gerta secara aktif dalam kerja sama Internasiongl, dtbi

deng Hukum Perdata Internasional, apalagi jika dingat bahwa
sekarang ini kita berada dalam suasana pembangunan serta '~
g Pavourgbel untuk Penanaman Modal Aslng seper

prasarana Yat

ti negara-negsra dglam perkembangan lainnya, negara kita hg

rus turut serta dalam Konvensi-konvensi yang bertarap Integ
us

nasional 1}

[1). Prof. M. Sudarlg
ils eﬁgrhit. Alumni

Gautama. " Capita Selekta H P T
Yonung 1974. Nalaman 7.
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Dalam. hubungan ini, maka perseroan terbatas yang meru-
Pakan. penyertaan modal dari pihak nasiomal dan plhak asing-
dengan sendirinya berada dalam situasl Hukum Perdata Tk
Daslongl, dengan memperhatikan Azas-azas Hukum Internasio -
nal yang berlaku,

Kemball kepada Perundang-undang yang mengatur persero-
an terbatas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) -
atau WVE ( Wetboek Van Koophandel )} yamg merupakan warisan-
darl Femerintah Hindlg Helands bagl negers Reublik Indone -
8la, yang tentunya sudah tidakt sesuai lagi dengan kebutuhan
kKebutuhgn Indomesia, apalagl dewasa inl arus penanaman : mo-
dal asing menarub simpati kepada Indomesia untuk menanamkan
modglmya.

Namun dilain pihak para penanam modal asing sering me-
rasa enggan untuk menanamksd modal apabila perundsng-unda -
ngan tidak menjamin keselamatn modal atal apabila ada - pro-
duk perundang-undangan yang baru seperti dengan dikeluarkan
nya Umdang-Undang Perpajakan yang baru. Dalam hal ini maka
penanam modal memerlukan wakiu untuk mempelajarl secara mep
dalam mengenal hal-hal yang menyangkut penanaman modal asing
yang antara lain gdanya palak pertambahan milal, Begltu pula
ghkut kerinsanaﬂr'kﬂ_riﬂgﬂnﬂﬂ seperti pi.lﬂlhﬂhasﬂh bea

mbebasan pajak ( Tax holiday ), pembebasan
L2)

yang menyan

meterai modal, Pe

bea balik nama atas kapal dan lain-lain

: Ta. " Modal Asing dan Undang-Undsng "Jug
hale %i;:iimiﬁuﬁﬂaiﬂé Eahw-l II. Februari 1985. Halaman 26.
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Produk,/parubshan BeéMacam ini adalah marupak#ﬁ kahijak-
Sanaan pemerintah R&arah penyempurnaan dan memperbaiki posi
el Inﬂﬂnﬂaiﬂ dalam menghadapi arus Pengnaman Modal Asing.

Bﬂri uraian tersebut diatas penulis sengaja mengemukaw
Kannya oleh karena masalah tersebut adalah berkaitan dengan
mgealah Pﬂﬂanafﬂﬁ_mﬂﬂal aslong termasuk prosedur pandirinn -
Perseroan terbatas, sebab untulk mendirikan perseroan terha—
tas terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang telah -
digariskan ulqh undang-undang yang berlaku sebab jika Fiﬂﬂk
magﬁ pﬁrﬁnhonan”untuk mandirikﬁn;:nuatq_perEETQan terbatas-
tidak akan mendapat pengesaghan dari Menteri Kehskiman.

Karana untuk mensghkan Pendiriun Paraﬂrnan Terhataa -
Mantari Eahakiman harus menyelidiki ‘B8cara materil Elapa-ﬂi
apa berdiri dibelakang PT yang ingin disahkan pendiriamnya-
itu 43}

Da.ri ke- ar:- pasal :raltu pasal yang mﬂnﬂatur Ferserocan-
‘i’erhataﬂ dalam Kitab Undangﬂndan&-ﬂukw__ﬂqgm masih dirasg
E;n.;d;ﬂf; kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut dapat
dilihat P;d; pengatu{anrﬂﬂwaﬂ Fumiagris_raifq suatu organ -
perusahasn yang sangat penting, Dewan Komisaris ini hanya di
singgung secara sepintas lalu karena tidak dijelaskan apa -
sebenarnya fungsi Komisaris/Dewan Komisaris, demikian pula-
mengenal pengadaannya tidak diheruskan dalam suatu persero-

tarhataa.
43). K. Wantjik Eaieh, . ﬂp-ﬂit Halamaﬂ 524
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FPada hal dewan komlsaris dglam praktek selalu dican -
tumkan dalam akte pendirian perserosn terbatas, terutagma -
dglam perseroan tar_haraa Yang besar,

Mengingat peranan dewan komisaris begitu penting kare
na _mereka sebagal pengontrol terhadap pekerjaan; Direksi;-
Adapun Ifla.Eal yang manga_t_t_ar mengenai _Iﬁanrau _t_::r::misaris adalarh
pasal 44, 52 dan pasal 53 KUHD ( Kitab Undang-Undsng Rukun
Dagang ).

Demikian pula yang man;rangl-:ut pangamhllan keputusan -

dalam rapat umum pemegang saham, pasal 54 KIIHD getelah di-
sempurnakan oleh Undaug-?ndang Humpr b TahuE 1971, mengenal
_h:ak Buara pemegang saham, Ketentuan ini juga F_lasih ada keku
rangennya yakni tidak mengatur halk pemegang saham dalam mg
salah Quﬂrum. o J

_ Haaalah 13111 yang belum diatur dalam ketentuan Kitab
U‘n,dan_g—]]:nﬂang Hukum Dagang khususf mm_:&gen,ai persercan ter-
batas adalah sertipikat saham atau saham pecahan, hal se-
sama sekali belum diatur oleh ketentuan K U H D
_ dicantumkan dalam skte pendirian PT -

macam ini
namun prosedure.
yang mengeluarksn/menjual saham pecaban  dalam bentuk -

Sertipikat Saham.
contoh yang dapat dirahken oleh masyarakay luas menge

an Sertipikat saham __adalah_ EEPEI'Ei yang dilaku-
Mengenal saham pecahan ( Onder aan
empunyal hubungan hukum dengan FT.

nai penjual
kan oleh PT. DANA REKSA »

delen ) ini PT. Persero m

DANA REKsi dalam hal penyaluraanya kepada masyarakat luas- .

LN B BN B
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dan pemilik sertipikat saham mempunyai hubungan hukum den -
an PT. DANA REKSA, jadi pemilik sertipikat sama sekali tidak
ada hubungannya dengan PT, Persero yang menjual saham peca-
hannya.

Darl uralan tersebut diatas dapat memberikan gambaran-
bahwa ketentuan pasal 36 ssmpal pasal 56 KUHD yang mengatur
Perseroan Terbatas belum menunjukkan kemazjuesn dan perkemban
ngan perusahaan/perdagangan dewasa ini, khususnya kemajuan-
kemajuan yang terjadi pada praktek perseroan terbatas dewae-
Ba ind.

Hal inl jelas bahwa urgian-urain tersebut diatas menun
Jukkan bghwa masih bﬁuyak hal-hsl yang berkenaan dengan per
Beroan tarhataﬁ pengaturannya lebkh lanjut didalam akte-akte
perserogn terbatas yang bersanghkutan.

Sebagal catatan bahwa pemakalan nama perserocan terbatas
dalam praktek sering dikacaukan dengan WV ( Naamlose Vennoot
schap ) atau Persercan tanpa nama. Kamun dalam pemakalan na-
ma Perseroan Terbatas dan NV tidaklah dijadikan sebagal su -
an dimgna oleb para pengusaha yang mendirikan

atu permasalsh

suatu perseroan terbatas kadang-kadang digungkan juga nama-

NV dengan motif yang saba.
Dalam hubungan ini maka menurut DR. M. Natzir Said, SH

bahwa penggunaan 1

Terbatas ( PT ) karena dal
dimgsyarakat selain diutamakan tujuan persercan Juga yang -

gtilah yang lebih tepat adalah Perseroan=-
am kelanjutan kehidupam Persercan

Paling penting adalah adanya tanggung jawab yang terbatas -




yang dilakukan oleh para pesero atas sero ( Eaham 25 yang J«

.;‘.__

v

o f

dimilildnys, dan lebih-lebih bahwa penggunazan naﬂ&'?aréﬂra
S

Pendirinyg terutama dikalangan Perseroan terbatas yang per
aaru-peraarﬂnya tardiri dari kaluarga )

~ Dalam hal ini fﬂa!ta tidaklah berlebihan apabila dikemu
kakan.pﬂndapat dari Sar jena Hukumjﬂalanda yaitu: Mr. Eodod
Van der Heijdem, beliau berpendapat bahwa persercan terba-
tas didirikem berdasarkan perjanfiisn, dan oleh karena itu-
untuk dapat mendirikan perseroan terbatas haruslah sedikit
nya tgrdapgt 2 ( dua ) orang, dengan oragng disini dimaksug
kan baik Eatuurlijga persoon maupun rechtpersoon,

Depgan demikiagn skte pendirian perseroan tﬁrbataﬂ ¥a
ng bersangkutan merupakan perjanjian antara para pendiri.
Apablla uraian ini dihubungkan dengan pasal 36 Kitab Undsgg
Undang Hukum Dagang, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mep
dirik%m gu;tu perseroan terbatas harus dalam bentuk authenm-
ti}:; yang hanya dapat berlangsung dimika seorang notaris -
dengan memggunalan nama Yang disesuaikan dengan bidang usa-
haﬂya-

Mengenal pengesahan dan pembenarsna suatu akta persera-

an terbatas dilakukan oleh Departemen Kehalkiman yang dalam

hal ini Hgnteri_ﬁehakimnn, pangaaahan terssbut dilgkukasn ==

berdasarksn permohonan para pendiri yang disampaikan mela -

lalui seorang notaris. Kesimpulannya bahwa tanpa iktﬂ suatu

perseroan terbatas tidak dimmgkinkan pendiriannya, menurut

Hukcum ( pendirian suatu perseroan terbatas harus sesual de=-

ngan ketentuan KODHD } :
LL). Dr.M.Natzir Said,SHe Up.Cit. al_g

-
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o HENUHET KETEHTURH UHDAHDHHHﬂiHG P"HHHAHAH MODAL AEIHU
[ UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TﬁhUH 1967 )

Apabila ““dﬂﬂﬂ-“ﬂd&ns Penanaman Modal Asing itu diteli
ti maka ada 3 ( tiga ) pasal yang menunjukkan bahwa Penana-
mzn modal aElnE itu berbentuk badan hukum Perserosn Terbatas
yekni pasal 1, 3 dan pasal 27 UPMA. Dari ketiga pasal terse
but menunjukkan babwa usaba ateil kegiatan yang dilsksanakan
Pihak penanam modal asing di indunﬂﬁia dengan menanggung -
Eendiri resiko yang terjadi dalam linghkungan wsahanya.

Hal tersebut mauunjukkan.adanya tanggung Jjawab terbatas
terhadap pihak penanam/pemilik modal asing. Undang-Undang Re
Danamasn Modal ising khususnya pasal 1, 3 dan pasal 27 tidak
gecara jelas menunjukkan Perseroan Terbatas sebagal perserg
an yang berbadan hukum bagi penanam modal asing namun apabl
15 dihubungkan dari ke tiga pasal- tersebut dapat ditarik -

sugtu kesimpulan bahwa yang dikehendaki pembuat undang-und-

ang dalam dalam hal penanaman modal asing adalah suatu ben-

tuk badan hukum Perseroan Terbatak.

Pasal 1 UFMA menyebut bahwg pemilik modal secara lang-

sung menanggung resiko dari penanaman modal tarsehuthﬁi
Jadi dalam hal ini

gung resiko ge jumlah saham Yyang ad

Pengnaman Modal Asing hanya menang-
a dalam perusahaan yaitu-

dalam Perseroan Terbatace
Temail Suny L6) memberikan pengertian tentang Penanaman

Modal Asing yang dit

vaseans ~Undang Nomor 1 Tahun 1967.
L5y, Libat PaEal;£;¥E§EE§,5H‘ 0p.Cit. Halaman 38.

IPE}- Prﬂf ) o™

itik beratksn pada penggunasnnya yaitu -
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........

penggunasniya adalah oleh penansm/pemilik modal asing, dan-
leh karena itu resiko berada atau ditanggung oleh p&n;nam -
mudal.”
: Dari pengertian diatas menunjukkan h&hwa hanjé pan;nam
atau pemilik modal asng ( Pemegang saham ) mempunyal tanggu
ng Jjawab terhadap segala yang barhuhungén dengan pemgoperag
ianrperusahaannya. Jadl sgandainya penanam modal asing melg
kukkan tindakan yang merugikan atau melanggar ketentuan-ketg
ntuan perungang-undangan maka yang dituntut adalah pihak pg
nanam modal asing. _

iuntutan tersebut dilakukan terhadap ﬁernransan atgh-
hﬁdan hukum dan bukan negara asal modal asing tersebut, den
Ean memp&rh;tikan azas-azas hukum Internasional yang berlaku.

Pqﬂal 3 Undang-Undang Fenanaman ﬂ?dal Asing mengatur =
mengenai bentuk hukum dan kﬁ#udukaEHRa, yang lengkapnya se-
bagal berikut; Perusabaan yang dimgksud dalam pasal 1 dija-
lankan séluruhnfa atau bagiam terhesar di Indonegia sebagal
kesatusn perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum-
P hﬁkum Indonesia gap berkedudukan di Indﬂgesig.
P;ﬁal tersebut mengandung suatu ketentuan yang menghar

uskan peruaahaam.bagi pihak asin
menurut hukum Indonesla, dan perusabaan .-

g dalam hentuk badan hukum-

dan pendiriannya
g herkadudukan di Indonesia, Jadl sudah merupg

tersebut haru
g mengharuskan bagl para penanam modal asi

Kan ketentuan yan

ng :"',E;ﬂ_E hﬂndﬁk menanamnk
perbentuk badan hukum Indonesia dan berkg

an modalnya di Indnnesia, Yaltu peru

Eghgannya harus
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dudkan di Iﬂlﬂﬂnﬁﬁi.-ﬂ.“t_-ﬂﬂ]?ﬂ. melihat dimana badan tersebut di-
bentul/didirikan. Yang menjadi masalah dalam hal ini apabi-
la ada suatu badan hultum yang didirikan dilu;.r negeri aﬂpﬂi
ti misalnys dibentuk di Ameriks Serikat akan tetapl melaku-
kan kegiatan utamanya di Indonesis.

Suatu contoh dapat dikemukaksn adalah Penanaman Modal-
Asing dibidang penggalian belerang di Irian Jaya yang dila-
kukan oleh Freeport Sulphur Incorporatign, perusahaan ing =
adalah sebuash badan hukum Amerika yang bertampat kedudukan=-

di pelgware U S A. 47)
Hal ini tentu menyimpang darl pasal 3 Undang-Undang =~

Pengnaman Modal Asing kareha yang dikehendaki oleh pasal 3~
Undang=-Undang Penahaman Modal Asing adalah penanaman modal=-
asing itu harus merupskan badan hukum menurut hukum Indone-

6ia dan berkedudukan di Indonesias
Apabila hal ini dihubungkan dengan pasal 7 Rancangan =

Undang-Undang Hukum perdsta Internasional Indonesia yang -

lengkapnya sebagal herikui?a%erseruan-persarnan terbatas, -

Perkumpulan=pe ricumpulan :Inyum#ara:maan dan laln=-lain Badan

Hukum, tunduk pada hukum dari negara dimana badan hukum ter

sebut didirikan ( ayab 1 ). Akan tetapl apablla badan hukum

bersangkutan zelaksanakan keglatsn utamsnya didalam wilayah
Republik Indonesia, maka berlakulah Hukum Indonesia, (ayat 2)
— G.5unar atl artono,S5H. 0p.Cit. Halaman L2
.Pﬂﬂﬂl Rancangal Undang-Undang Hulcum Perdata =

e e .
481 e LLDRE 1 Indonesias

Internasiona
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Coentoh yang Pﬂﬂuliﬁlkﬂmukakan itu k iraepﬂrt éulphur Incor-
poration kemungkinan besar berlaku hulum Indonesia k;rena -
kegiatan utamanya dilaksanakn di Indanﬂsia; n;mun pusat ad-
ministrasinya dan pimpiuangja ha;ada di Amerika ég;ikat-

Contoh lain dapat kita lihat d%l#m hal kerja sama da -
lam bentuk Juin; Venture yaitu_hgrjé Baba a&nat;rmata berdg
sarkan perjanjian belaka ( Eunt;_a;ctua:al ) m:l.s;aln:p‘; ant;ar; -
Van Sickle Assoclates Inc. dengan FT. Kalim;ntan Plywood =
Factory. Untuk bersama-sama ;ﬂngﬂlah kayu di Kalimantan Se-
1atanh93

Kedua badapn bukum tersebut mempunyai tempat kedudukan-
Yang berbeda dimana Van Sickle Assoeiates Inc, berkedudukan-
di Delaware Amerika Serikat sedsngkan PT. Kalimantan Plywo-

od Factory suatu badan hukum Indonesia dan berkedudulkan di-

Indonesia, namun secara bercama-sama mengolah kayu didglam
wilayah yang sama yakni Indonesia.

Kerja sama semacam ini tidak membentuk Badan Hulm baru

skan tetapl hanya didasarkan perjanjian belaka antara kedua
badgn hukum tersebui.

Jadl kalguuﬂihUbuﬂEEan dengsn pasal . 3 Undang=-Undang -

Penanaman Modal Aging, maka adalah suaﬁu_pensacualiﬂn tarhg

dari kedua perusahaan tersebut.

dap bentuk kegiatan
undang yang mengatur pe

Jadi walaupun gudah ada Undang-

nanaman modal asing di Iﬁanﬂaaia masih dirasahkan akan ada-
ama yang belum diatur dalam undgng-undang

nya bentuk kerja B
- uatu undang-undang ( Undang=-Und=-

pada hal tujuan B
; 1ab untuk melindungilnvestor.

tersebuts
dal Asing ) ada
Moda no,SH. Op.Cit. Halaman 129
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Ketentuan pasal 7 RUU Hkum Perdata Internasional Indo -
nesla ayat 2 sebagal berikut: Akan tetapi apabila Badan . Hu
kum bersangkutan melaksangkan kegiatan utamanya didalam wilg
yah Republik Indonesia, maka berlakulah hukum Indonesia.

Ketentuan ini adalah sangat tepat karena apabila dikemu
dign harl terjadi perselisihan maks tildak terlalu sulit untuk
membuktikannys karena sudah ditentukan dalam suatu Undang-Un-
dang, dan hal inilah juga sangat praktis bila hendak melaku =
kan eksekusi terhadap suatu putusan karena bagalmanapin Juga
altan dilaksanakan di Indonesia, sebab sebagian terbesar admi
nistrasinya dan pimpinanya berada di Indoneslia.

Ketentuan semacam ini adalah menganut prinsip Domisili
sebab berkedudukan di Indonesia. Akan tetapl masalah semacam
ini adalah suatu masalah yang rumit sebab untuk menentukan =
hukum sdalah berbeda-beda sepertl Te

hukum dari suatu badan

ori Incorporasi mengatakan bahwa badan hukum Yang terbentuk-

itu tunduk pada hukum dimana badan hueum itu didirikan (Plg

ce of Incorporation J.

Bisa juga badan hukum gitundukksn sebagal tempat kedudu

kan badan hukum itu ( sesuai pasal dalam statuta harus menys

a tunduk pada hukum tertentu ).
dari tempat kedudukan yang

butltan bahw
Bisa juga di

sebenarnya ( Siege-reel )e
n ini adalah adanya alter ego dari perusa

50%)

perlgkukan hukum
Akan tetapi yang menyulitkan da-

lam mengurus masala

haan yang diwgkill

50+), Kuliah dari AERes M, Toar,SH.MCL., Tgl. 2 Nopember 1983,
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Katautuan Paaaal 27 ayat 2 Umiang-Undan.g «panﬂnmm “u_,_, a’
SR

sipasi bagli modal nasional dengan Jalan pen;]ualan aaham -

aaaaa

saham. Cara semacam ini menunjukken adanya kerja sama den-
gan pihak asing, yang dalam hubungan ini pemerintah meme -
tapkan bentuk kerja sama antara modal asing dengan modal -
nasional :gaitu bentuk peruszhaan campurani Joint ﬁntﬁrp_riﬂﬂll'
Kerja sama semacam ini menurut hemat penulis adalab -
tepat sekali oleh karena kerja sama 1ni membentuk badan hu
kum Indr.'m.ﬂaia. Dengan sendirinya hagk-hsak dan. kewajiban ter
1ihat dengan Jelas dalam sugtu bentuk usaha [ business }--
ﬁatentualp ini menunjukkan bahwa pih&k_naqiﬁnal dimung
kinkan untuk kerja sama dengan pihak asing, dalam suatu bg
dgn hukum 3;:15 dimunghkinkan pendiriannya yaknl perserocan -
terbatas.

E.a.rena hanya dengan melalu
para pihak dapat diwujudkan dalsm melaksanakan =

i badan hukum ini hak dan =

it -.:'-l'ﬂ.jihﬂ_]l

keglatan usahanya.

Eesempatan Pal"t-iﬂillaﬁi ﬂapﬂrti :mn.g ditentukan dalam-

pasal 27 Undang—ﬂnﬂang. Pananamn Huﬂal As:u_ug ditempuh den-

gan jalan penjualad sahan-sahal kepada plhak nasionale

n;ri ketentuan ini menunjukkam bahwa badsn hukum yang

dih E.Ra}.‘t bagl para p&nauam modal asing adalah ]J-Brﬂ&rugn-
aru

terbat nlah karena modal suatu perseroan terbgtas adalah

er as

terdiri atas peberapa sabafe
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%, MENURUT SURAT ED&R&I‘I MuNTERT KEHAKIMAN

- J.A. 5/3/2h Tanggal 26 April 1967

Bentuk hukum ( rechtvorm ) dari perusahaan modal asing

adalah perseroan terbatas, hal ini nyata dalam pasal 27 Un-
dang-Undang Penanaman Modal iaing yapg mencerminkan bahwa -
pPerusahaan modal asing itu terbagl dalam sabam-saham.

Bentuk hukum yang dimgksud adalah Eadan Hukum Indone =
8ia yang sesual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagﬂhﬂ (K-
UHD} atau WVK. Akau“tetapl ketentuan-ketentuan dalam KUHD-
khususnya ysng mengatur persercan terbatas sudah tidak se -
sual lagi dengan kemajuan dunias usaha dan perkembangan dune
ia ekonoml dewasa ini, khusus yang berkenaan dengan modal -
asinge.

Mengingat hal tersebut diatas maka pemerintah telah
nyempurkannya untuk menglsl kekurangan dan
g-Undang tersebut dengan msla-

berusahs untuk me
kekosongan dalam Eitanb Undano
lui produk Undang-Undsng yang antgra lein penulis dapat se=

butkan sdalah Undang-Undang Womor 4 Tahun 1971, dan yang -~

menjadi pembabasan. pada bagian ini adalah Surat Edaran Men~

teri Kehskiman NO. J.A. 5/3/2h Tanggal 26 April 1967 dalam-
kaitannnya dengan Penanaman Modal Asings dan pendirian per-
keharusab.

an terbstas dapat dilaku
terbatas blasa, dalam~

seroan terbatas sebagal suaty
a untuk mendirikan persero
dengal prosedur per seroan
gan peraturan dalam Kitab. U

Bahw
kan sesual
dang= _

hal ini sesual den ndang-Undang

Hukcum Dagang ( K UHD s
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Jadl ketentuan ini menghendaki agar perseroan terbatas
yang akan didirikan oleh pihak asing harus sesual dengan kg
tentuan Dalam Kitab Undang-Undasng Hukum ﬂ;gans.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman tersebut -~
diatas maka prosedure pendirian persercan terbatas dan pen-
gesahannya oleh Menteri Kehakiman harus sesual dengan Unda-
ng-Undang Penanaman Modal Asing.

Surgt Edaran tersebut ditujukan kepada semua Notaris -
dagn Juga Eansat penting bagl para calon penanam modal aging
( Investor )y karena dari surat Eﬂarnn tersphut dgpat disim
pulkkan bghwa Persercan Terbatas barulah dapat didirikan se-
telah prosedure permohonan tentang penanaman modal asing =
sesual dengan kgtgntuaﬂnkﬂtﬂﬂtuaﬂ yang berlaku.

Seperti diketahul bahwa dalam rangka penanaman modal -

asing pihak penanail modal dihsruskan untuk membentuk suatu-

badan hukum yakni badan hukum menurut hukum Indonesia dan =

h&rkeduﬁukan di Indonesiae

Bentuk badan hukum 3ang_dimaksud adalgh perseroan ter-

batas yabg pendiriannya harus ada 2 ( dus ) orang penanam -

g ini adalah Juml
ging ter gabung dal

modal asin ah ysng minimal, karena pada da
sarnya pihak a am Multi Natiomal Corporat-
a

ion jadi minimal dua grang penanafl modal asinEe

Untuk memberikan keringanal kepada pihak penanaf modal

asing dalam rangka pembentuk badan hukum atau untuk mendiri

segual surat Edaran Menteri Kehakl-

i tﬂrb.ﬂ.tﬂa ¥

kan perseroa
2 ditentukan pahwa untuk mempermuda prosedur

mgn pada point




55
pendiriannya maka sebaiknya dibuat dahulu rancangan akte =
pendirian untuk dlsampaikan kepada Departemen Kehakiman, =
dengan permohongn meninjau rancangan yang diajukan itu 50 1

Ketarrtuan ini merupskan permohonan yang diajukan ke =
pada Departemen Kehakiman untuk ditelitl mengenal prosedur
pendirian perseroan terbatas termgsuk masalah nama lerserg
an Terbatas dan siapa-slapa para pendirinya.

Khusus mengenal masalah nama karena Perseroan Terbatas
tidak boleh memakai nama yeng sama, jadl kalau kedapatan me

makal nama yeng sama dengan PT yang lain maka permohonan =
tersebut akan dikembalilcan kepada pihak yang mengajulkkan Pper

mohonan tersebit.
selgin rancangan akte pendirian perserosp Terbatas Ya-

ng merupakan permohonan, Depar temen Kehgkiman juga memerlu-

kan bahsn-bahan pertimbangan yaknd:

ae Jdzin Penanemal gesual dengan Undang-Undang Penaba-

man Modal :&E:Lng.

b, Surat-surat persetujual untuk mendirikan Perseroan

Terbatas darl Depariemen yang membawahi lapasngan WS

aba Perseroan Terbatas tergebut dan BEiro Lalu Lint-

ag Devisa 5"1

am hal ipi bahwa Departemen Kehakiman benar =

Jelas dal
benar meneliti te
dalam kaitannya dene
men Kehakiman Baris me

berdiri dibelakals PT yan

-ﬁ—} {in .t- Eﬁm Hﬂnﬂﬂh: HE-J-H.ﬁnyAI'- TEl-EE—hﬂlgﬁ?.
- a

51), Ipide

ntang pendirian suatu perseroan terbatas -

an Penanaman Hﬂdﬂl_hﬂingt Jadl Departe-

nyelidiki gecara materil glapa-clapa
g ingin disahkanapendiriannyas
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Llaaa.u ‘pertimbangan yang dilakukan oleh. Dgpartﬁmﬂl} E.ff

hﬁkimﬂu dapat d-itaPﬂrhan dari berbagal segl ;mswmurh £
lain pertimbangsn Jangka wektu idzin Penanaman Modal Asing
sebab pasal 18 Unda_ug-Undang Penanaman Modal Asing menenty
kan bahwa jangka Iaktu idgzin Pengnaman Modal pging tidak -
melebihi 30 ( tiga puluh ) tahun.

Jadi jangka waktu pendirian perseroan terbatas yabg -
hendgk disshkan pendirignoya n;]i.eh Departemen Kehgklman ha-
rug digesuaikan dengan ketentuan yang telah dipariskan ol-
eh pasal 18 Undang-Undang Fenanaman Modal ABiDge

Disamping pertimbangan tersebut diatas Departemen ke~

hakiman Juga memer lukan surat persetujuan untuk mendirikal

per sercan terbatas dari Departemen yang membgwahi lapangan

usahg perserdan terbatas tersebut. Inl dimaksudkan supaya=

bidang-bildang ugsaba Yaoi& tertutup untuk Penanamal Modal AE

ing harus

lapangan usaha dari perseroan terbatas Yang dimintakan pen-

diriannyae

Jika dala® permohonal stau rancapgan akie pendirian -

terhadalP hidaﬁg—hiﬁaﬂﬂ usaba Yalg tertutup untuk Pﬂnﬁ]'j_amﬂ

‘cantumean pada

modal asings 4i¢ bidspg Usaha perseroan terbg
al a 4

mohonkan pendiriannya mgka eakibatoya -

tas yang hendak di

per ﬂhun:an gersebut akad ditolak. Karena pidang-bidang usg
m

rbuka bagl penauatiaﬂ modal asing ditentuken meny

a

bhg yang t
e ditentukal oleh pemerintah pada

rut uruta® prioritas yang
akt yusun rencaﬂa-rﬂﬂtaﬂa Pembansunan jangka menengah
W u men

w &
l-l-l-'--l"‘".'

o

diteliti dan digesualkan dengan vidang usaba ataw
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dan Jengka panjeng dengan memperhatikan p&rkambanggn elono
mi serta tehnologi EEI -

Setelah rancangan akte pendirian diteliti oleh Departg
men Kehakiman selanjutnya dikembalikan kepada pemohon deng=
an disertal saran-saran perbalksn, serta pemberitahusn un.-
tuk membuat akte pendirian dimuka notaris gesual saran- - B3
ran tersebut, dan setelah itu notaris dapat mengajukan per=
mohongn pengesabannya kepada Departiemsn Kehakiman sebagal -
mana blasanya dilakukan oleh notaris.

Dan apabila isi akte pendirian tersebut sudah disetujul
oleh Departemen Kehallman berarti pemakaian nama, tidak kebg
raten mengenal pemgltalannyae

5elanjutnya dalad surgt Edaran terssbut ditegaskan ball
wa teks akte pendirian supaja ditulis dalam bahasa Indone =

sias Ketentuan ini dlmﬂkEUIﬂiaﬁ agar supaya para peseronya =

dapat mengerti dan pemahawl isi akie tersebut khususnya ba-

yang ikut certa dalam usaha ter sebut.

gl pibak nasional
penulis hendsknya diterje-

Ketentuan ini menurut hemat
mahkan pula dala® bahasa yan& dimengerti oleh pihak asing -

dengan kata lain diter jemahkal menurut babasanya karena Da-

salah ini adalah menyangkut masalah berbagal pibaks

Setelah akte pandirian. ters
( ‘Dmilliging ) maka sebenarnya telah—

gbut mendapatl pengesahan dg

ri Mepteri Kehaklmad
merupalkan gebagal Jamina” aican kedudukan perseroat ‘terbatas
] "..b-ad..;ﬂ'f- hukud kaf‘ﬂﬁa dalam pemberian penge-

tersebut sebagal

52}, Libat pasal

5 UFMA -
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S e S
an terpenuhinya gyarat=syarat dan
ketentuan-ketentuan menurut Undamg-Undang serta semua syar=
at-syarat yang harus dipenuhi darl pendiriannya 531
Dengan demikign maka persercan terbatas yang telah meR
dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka hal tersebut-
telgh mendapatksn suatu jaminan syainya pendirign perseroan
terbatas dan oleh karena itu telah dapat melakukan perbuat=
an hukum atas Nama perseroan yang ber sangkutan.

Bagl penapam modal asing yang telah memperoleb idzin -

serta gurat-surat persetujual, gebagalmana ditentukan dalam

surat edaran diatas, dalam kehendaknya untuk mendirikan perl
seroan terbatas seguagl dengal Undang-Undang FPenabams Modal=

Asing, cukkuplah dengad menghadap kepada E20ralg notaris dan

menyataken nlatnya untuk mendirikan per sercal terbatas Yang

ber sangkutan, danb biasanya para notaris sudah slap dengad -

gerta rancangan anggaran da

sebugh rancapgan akta pendirian
54 )

erbatas segual deng
am modal Yabg piatoya sudah terpenuhl -

gar perseroan t an bidang usahanyas

Jadi pera pemal
maka diparkenankanlah pelakukan keglatat usahanga di Indong

paraturan-paraturan yang berbubu-

sing tersebut.

gzir i . Op«Cits. Halaman 135
gig* Br'H;Hﬂ‘ sald’sH,EHEMEL.ca.Ealamnn L7

SRR




BB V
KESIMPULAN DAN SARAN.SARAN
1. GESIMPULAN
l.1l. Berdasarian pembahasan yang telah diuraikan dimuka-

le2s

N

1, b

Dgka Dampaklah dengan jelas bahwa badan hukum Persg
roan Terbatas adalah merupskan salah satu IIE]_:I.;IW-IEEI;
bagi setiap penanam modal geing yang ingin menaham-
kgn modalnya di Indomesia.

Bahwa dalam ksltannya dengan Penghaman Modal Asing-
di Indonesia pemerintah berusaha untul menyesuaikan
Parundan,guunﬂanganﬁp&raturan-peraturan Yalg menyang
kut masalah penanamsn modal asing, ini berarti bahwa
hukum tidak semata-mata menyelesaikan masalal Yang=
timbul skan tetapi hukum juga sebagal sarana pemba-

ngunamie

Bghwa yang menjadl al
adalah kareba mengingat peranan

asan dibentuknya Badan Hukum -
Persercan Terbatas,
modal asing Yang masih dibutuhlcan untuk memperlsn =
penbangunal dan pertumbuban ekonomi di Ime
ain pibak ksrena mengingat posisl mg
perlu mendapat dorongan serta me

car laju
donesia dap dil

dal nasional yang
mbantu partuuhuhan perusabaan swasta nasional.

ang dikelola oleh pihak ' =

etigp perusapaan ¥
a diikutkan yakni beg

1 nasional senantlias
a dengam terus DeEDjaga perbandingans

Dalam S
aElngs moda
rupa kerja sat

dal dala® getiaP perusahaall Yang bersangkutan.
Bno
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dan keérja sama tersebut harus saling me:.lguntungkan

dalam hal mengusahakan alih tehnolegl,’ tenaga kerja

dan lain-lgin,

Perseroan terbatas sebagsl sutau bentuk badan hukum

dimgna tanggung jawabnya adalah tanggung Jawag ter-

batss dan organ-organ yang tersangkut didalsmnya =

Yakni para pesero pendiri, para pemegang sabam, pim

Pinan dan dewan komigaris ( Sesual dengan kebutuhan
persercan terbatas yang bersangkutan ).

Prosedur pendiriam persercan terbatas daglam kaitan~

nya dengan modal aslng, dibentuk ber dasarkan Kitab-

Undapg-Undang Hukum Dagabg ( KUHD ) dengan memperhg

tikan ketentusn-ketentuan yang ada dalam Undang-Ung

Modal Asing ( UU. No. 1 Tahun 1962 )

tuan lain yang tidak bertentangan

ang Penanamal
dan ketentuan-ke ten

dengan kepentlngall nasionale.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pendirisn perserg

am terbatas dalam-Kitab Undang-Undang Hukum Dagang-

an kekuraigannya sebab sering pengatu=
batas dicamtumcan dalam akte pendi

magih dirasak
ran perserdaf ter

rignnysae sehingga Pro
Fengana

gedure pandirian perseroan ter
batas dalal rengka man Modal Asing diharuskan

( dua ) orang pendiri dan pengesahan dab

pendirianl oleh Departemen Kehakiman

pembenaral altte
ar menyelidiki =lapa gebenarnya

harus benar-pen
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l-'s Badan huku . ‘Eé-::':, _i.-l_.
. m sering dipersoalkan mengenal’tempat ke-

dudukgnnya yang sering dikaitkan dengsn E;._a'é-a'lé#:'l;ﬁ;f
H O e - —_l—'-._.‘_
arga negaraan suatu badab hukum, akan tetapi badan
hukum yang didirikasn menurut ketentuan Undang-Unda-
ng Penanaman Modal Asing adalab badan hukum Indone-
sla dan berkedudukan di Indonesia. Bentuk badan hu-
kum yang dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Mo-

dal Asing adalah Perseroan Terbatas.

1.9, Mengenal masalah dan pengaturan modal asing di Indo

1.10.5ecara formil

negia adalah sengat kompleks karena menyangkut segl
segi nasional yang bersipat perdata dan publik juga
segl Internasicmal yang menyanghkut masalah perdata

dan Puhlik-
akte pendirian perseroan Terbatas, te

tapi pelaksanaannya dilakukan menurut systim hukum-=

Yang berlaku bagl negara
'ngik.uti systim Boord of Directorss

gsal seperti pimpinan men-

E L] EJH-MH- E'ﬂR.l.ll_

2.1. Dengan mas

uknya modal asing di Indonesia berarti -

perlu perballkal dan penyempurnasn Per gngkat-perang-

gudah tidak sesual lagli dengan -

kat peraturand yang
ts

mbgngan dusia usaha/perdagangan dewasa ini,
dengan penanaman modal -

an agar KUHD/WVK -

perke
am hubungannya

riutama dal
jtulah penulls sarank

asing, uptuk

das UPMA perit di
ang juga PET

pikirhan oleh pejabat pembuat Um~

d aturau-paraturan lain yaitu =
dang-U2

E |ili-li#illllliil|#iiii

Yang menarangkut modal asin




2e2s

2.3,

upntuk memperd

&0

dengan jalan menciptgkan suatu peraturan perundan -
?ﬂﬁgﬂsan yang belum sempat mendapat pengaturannya.

Sebagal pencegahan masuknya modal asing secars liar
atau tidak melalui prosedur Undang-Undsng penanaman
modal asing, disarsnkan agar setiap calon penanam -
modal asing yang hendak mensnamksn modalnya di Indo
neslg supaya di selidiki secara cermat oleh Menterl
Kehgkimsn dalam bal pengesshan skte Pendirian perse
roan terbatas yang dimohonkan pengesahannya oleb pe
nanam modal ssing. Hal tersebut dimgksudkan demi -
untuk menghindari suatu perusahasn boneka ( perusa-
hagn atas Dalla Oraig Indonesia tetapl modalnya ada-

lah milik nrang asing secara keseluruban Ya

Untuk mﬂnggtahui dangan pasti jumlah Perseroan Ter=

hatasfﬂsaha asing yang peroperasi di Indﬂnaﬂia dan-

mudah parmahnnan p&ngesahan akte pendi-

rian Perseroal Tarhataa atau untuk menghindari pe-

a dari suatu ParaarUan Terbat-
: Depar temen Kehakiman agar

luarkan daftar naﬂaﬂﬂama perseroan Terbatas -
menge >
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T ANTANG
PoHAHARAN MOUAL ASING

{( Sebagaluana terakhir diubai dan ditambah dengan =

Undang-Undang No. 11 Tghun 1970 }

‘1

|

i

1

1

- J
|

BABE I . \
PENGERTIAN PeHAHALAT HODAL ASLia ¢ |
Iﬂﬂ-ﬂl 1. e 1

rengertian penanaman modal asing didalam I ndang-Undang

ini hanyalah meliputi penanauali mﬂdal_aaing gecara langsung

Yang dilskukan menurut atau baraasarkan katantuan-ketintuan

' 1 .. pemilik modal secara-
saligan di Indonesla, dalam srti baliia pemi i

' i roebut
langsung menangsung regiko dari penanaman modal tersebut.
Pasal Z.

ndagng=-Undang ini dan yahg digunakan untuls menjalankan pery 1
1". o o n - -

|

|

|

an modal asing dalam Undang-Undang ini ialah:

tengertl

tidak merupalcall bagian
1uar negerrl yang
g. alat Pﬂmhajaraﬂ

di Indoneslae
piaysan perusaliaad
intah yntule petl

termasul penaHEMan-pcnanaman

Iremel
bae alat-alat untuk Pﬂrﬂsahaﬂn;

~bghen, YanQ dimasuldcan -
A jngdan bahan
baru millik orang as

d I d 1;—11'!' 'uila:;'ah IIlﬂ.I:LrI.EEiE, EE.J.:EIJIIH 31:11;-5}3{: ter
B.r‘i 1“&1" iE E B i -

I i Neagléas
bE'but 't-iﬂal{ ﬂibia}*ai ﬂari (evisa Iﬂﬂﬂ &
=

e _‘j.ﬂ,rl.|ar| -I_nd_an_g -
1ari hasil pﬂruﬂahaaﬂ yallf berua
Coa bnﬂian LE
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indang ini diparhengnkgn ditransfer, tetapl dipergunalian un

tulk membiayai perusshsan di Indonecia.
BAB II.
CENTUK [UKUK, K<DUDUKAH DAN DARKAT BERUSAIA
- Pazal 3.

(1) Perusahaan yang dimakaud dalam pasal 1 fang dijalankan
untul selurulnya atau baglan terbeser di indonesia sebg
gal kesatuan perusahzan tersencidri harus nerbentuk Ba-
dan Hukum penurut jluko Indonesia dan perkedudultan di-
Indonesias

(2) Pemerintah menetapkan apakah sesugtu perusshaan dijelad

lkan untuic salurulnya stau hpslan terlesar ol Indonasia-

sebazal ke satuan pcruaahgan tercendiri.

lasal 4
Femerintah menetapkal daerah berusaha perusailaan-peru =

sahaan modal asing di Indeneslia dengan menperhatikan perken

bangan elonoud nasional Haupul ekonomi daerah, macad perusa
an es

1 dan keinginan peudlik wodal-
hasn, besarnya penanatial godal da

bangunan ekkonomnl liasional dan
3 i raqi Fencana peitbatc
aging sesval denss

ial T Gt = il dors ugails -

(1) vemerintal g

bﬂ"“i |']Ddﬂl aEfLI'.I.[_',; JllEIlul'l-lL L Lo QI‘.:.LII J-t-ﬂ.b
t@rbuhﬂ gL n | <. ]

ZhCR ica sjaratrsfﬂrﬂt Y ang Lialus uipunubl olieh

; 1L

dan menent

re———

o —

e e i P




" 1 4 l!
-:..- L_l ""-”b’-r Ey
. VRHTEITAR A ey
(2) Pemerintah menuryc uWrutan pricritas ditetayp

(1)

(2)

ey 63°
*%a; % 5

an-Llig g
1i pada waktu peuerintah menyusun roucana-volican penka
Ngunan jangka mwenengeh dan jangka panjang, dengsl uew-

Perhatikan ekonoui gerts telinolozi,

.asal 6.
Bldang-bidang usalia yang tertutup untuk penanawan modal
asing secara pengusahsan penuh iglah bidang-bidaug yang
penting bagl negara dan menguasai hajat hidup rakyst ba
nyzk sebagail barikut;
a. pelabuhan-pelabuban; _
b. produksi, transaisi dan distribusl tenaga listrik -

untuk umum;
c. telekomunikasi;
d. pelayaran;
e, penerbangan;
f. air minum;
E. kereta apl umum;

h. pembangkit tenaga atowm;

i, maés media;
yang manduduki per anarn penting dalam per-
=

Bidang-bldans i

ntara lain prﬂdukﬁi senjata,
a

ngn Negaras
s atan perails dilsrang sama aekali-

alat peledak dan peral

bagi modal asing.
Pnﬂﬂl T

da pasal 6 ayat (1) Pemerintah -
pa

Salain yang tersebut

Pl T

e ki M g e TR A
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dapat menetzpkan bi 14
T aplan bidang-bidang usaia terscbut dimana tidak
boleh lagi ditanam wodal asing.

Fasal 8.

(1) Penanaman nodal asing dibidang pertambangan didasarkan
pada sustu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kon
trak ksrya atau bentuk lain gegual dengan peraturan pel
undangan yang perlaku.

(2) Siatiﬁ kerja sama atas dasarl kontrak karya atau dalam-
bentuk laindapat dilaksanakan dalam bidang-bldang usaha

lain yang skan ditentukan oleh Pemerintah.

LAl IV.
GHAGA BERJA

FPasal%.

pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menen

direksi PEPUEahaaﬂ dimgna wmodalnya ditanam.

tukan direksi-

Ierusahaan—peruﬂahaan modal asing wajib pemenuhi kebu-

tuhan akan tenaga ker janya dengan Walga negara Indunesia =

-hal ter sebil pada pasal 1l.

kecuall hal

Pasal 11

u-parusahaan wodal asing diizinkan mendatang-

an tgnﬂga-teﬂaﬁﬂ
ng jabatanslab

rerusahaa
pimpinan dan tenaga=-teng

kan atau meng sunak 1
atan yang belun dapat

Ea ahli warganegal @ asl

tenafa Lkerja rarganagura wnaoneslas

diisi denga®
Fasal 12

T
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Pasal 12
Ferusaiiaan-perusahasn moial asing Lerkewajiban menyelie-
nizar akan dan/atau menyedigkan fasiiitas-fasi:itas latihan-
dan PEﬂuidlﬂan uiualaﬂ danfatau dlluar negerl secara teratur
dan terarah Dbagl wargancgara Indonesia dengan tujuan agar ber

» gUr —alhg sul
ang ang su tanag:a-tenaga wargahegara asing: dapat digantl d

dengan tenaga-tenaga warganegar Indonesia. |

.PE.BE.]- 15 .
Pemerintah mengauasi pelaksanaan katentuaﬁ-hatantugn dg

lam pasal-pasal 9, 10, 11 dan l2.

EAE V.
PEHAKAIAN TARAH
FEEE]- 1.

Untuk keperluat peruaahaan+pal_'usahaan modal asing dapat

diberikan tanah dengan hak guna-bangunatl, hgk guna-usaha dan

hak pakal menurut peraturan perundangan yans berlalu.

EAB VI.

HLLENGGAHﬁH;thﬁHﬂEARAH Pla PAJAKAT DAN

FUNGUTAN- _PUNGUTAN LALN

pasal 10+

ahaan_Pgru5ahaau modal asing yang pergerak -

aha termaksy

Kepada perus
i dalam pasal 5 diberlkan ke =

dibidang-bidans U=
lﬂnggaraprkﬂlﬂnggaran parpajakan sebagal parikut:

ke.1, BEA METERAL MODALS

n bea peteral modal ataé penempat an modalees

Fembebasa

l‘-‘u.;
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yang berasla darl penanaman modal asing.

H—E'E-

KE=T.

ko=l

Eh MASUK DEJd PAJAK PudJUALAN:

Pembebasan atau keringanen bea masuk dan pembebasan =
pajak penjualan ( impor ) pada waktu pemasulan barang
barang perlehgkapan tetap kedalam wilayah Indonecia -
seperti pesin-mesin,alat-alat kerja atau pesaval-pesg
wat yang diperlukan untule menjalankan perusabaan itu.
BEA BALIK BFAHA:

rembebasan bea balik nsma stas skta pendaftaran kape.
untuk pertama kalinya di Indénesla yanhd dilakukan da-

, s
1 masg sampal dengan 2 {(dua ) tahunsetelah gaat M
am g

B
lai herpmdxﬂ»:sisqtu dan lain dengan menperhatikan i

nig usahabYae

PAJAK FiiSuRUAN:

ibi iglt perseroan:
£ crp g al dibidang pal
KEanggaraﬂ—hﬂlﬂnbﬁ
5. konpensasl xerugian &€

: n 1925,
* 2 ayat (L) qrdonansi pajaic perseroan 19

. kerugian yané diderita selama & (enam )
b, Eompensasl £F

Iﬂ I E: di t!.lr-
'l:. ] ,‘]ﬂ'jﬂ;‘: |:|EI|.diIiaIl EE' Itl Eﬂ.ﬂ a

sk rgeroan -
1 7 ayat (2) ordonansl pajas Fe
dalam Pasa

i ih

c. penghapusal di el iy
a

Qana digtur dalam pa-

i pen
e PETaDEEﬂﬂ il i s,

perti yang diatur dalam pasal




CEam PAJME DIu'Inm- . T\

(1) Kepada badan-badan baru yalt menanan modal

(2)

s o e
X

. Pe
a mbebasan PaJak dividen selana 2 (dua y EaHE

terhltung dari saat mulai ber
;aha yang dihgygrkﬁn kepada i Faﬁi?ﬂ
, Par'a pemegani saham,=
se jauh dividen tarsahut dinegara slpenerina tidék
tidak dikﬂnakan pajak atas laba atau pendapatall.
b, Jangka waktu & tahun tersebut dapﬁt diperpaniang-
dngan tthahaﬁ masa bﬁhga pajak sebagaimana Yyang

digtur dalam pasal 16 ayat (2).

Pasal 16.

dibidang
pruﬁuksi yang mendapat prioritas dari Femerintah,ﬂﬂnteri

Keuangan berwenans memnberikan pﬁmhehasah pajak p&raerﬂan

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa pebas palalt) ter=-

hitung mulal per produlcsl «

Hanterl Keuangal dapat memperpansang jangka waktu

masa

bebas pajak termaksud pada ayat (1) ini dalam hal dipe-
nuhl ketentuan-netanjuan scbagal perikuti
s ;P;hila Pﬂngnam mﬂdal tarsabut dapat m&namhah dan me

nsghamaidavisa negal
a bebas pajak

a secara perartis diberikan tam-

1 (satu) £ ghun;

bahan mas
gebul dilalukan diluar Jawa

masa bebas pajak satl (1) tahun;

al tersebut menelr lukall modal Yyang

Cw aPEhila .
' on mebangul pr asar ana dan/atau

ang lebid peser Gari Yans cewajarnyayess

"-' -; -d?‘:"'ﬁ"h‘-‘ ;

u -"-"-\.-l:
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diberikan ta . ]
a1 t ﬂbﬂhﬂn asa bahasu 113,].-{]5{ 1 tﬂ,atu] tanhun
(%) Selain kelongieren=-kelonpgaren porpajokan tur d
Iut G eka P AL Sl =
dalam 5
am pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat {2) pasal ini
doeng tur i
noan kreraturan Pemerintal dspat diberikan taabahan gl
lengyp & e i
cparan-kelong aran lain Lepads sugtu perusabesn modal

asing yang sengat diperiukan tagl pe -tugbulign ekonoui .

Pasal 17.
Felalcsanaal }:et.entunnrize’r:entuan dalam pasal 15 dan pasal 16
ayat (1) dan ayat (2} ditetapkan oleh Lenberi Keual sNe
LAB VIII.
JAHGKAGARTT Poilhi AR HUDAL ASThG
HﬁH PaAHSFLR DAW HePATAIAST

Pasal la.

Ualam setia idgin penanahal modal aslng ditentukan jancka =

vaktu berlakunya yans tidait melebiini 30 (tige puluh) tahul.

Fasal 19+

(L) Kepada peruEaiLaan modal asibd diberikan hal transfer -
atas dasal nilgl tulear -

dipéraléh wodal gesical dikuranzi -

B weuntungal yals
ihan..l-;m.;ji bgn pembayal’an lain

Pajak*pajul-: dan keuwald

di Indone sia)

g barhubummi deiy;on tenasa gsing yang

b biaﬂa‘biﬂﬂ ¥ya
dipﬁkerjg}tan di Imlumzsia;

ng qitentukan lebtdih lanjuts;

-al.sj.t ]_ﬂi'll:iili._;li.a.pun tetap;

q. penyusutad at

ol v
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e, kompensasl dalan Mal Hasionalisast:
;

(2) Pelaksanaan transfer dltentulan lebih l;niut oleh pe
E J'IIEI-

rintali.

: Pasal 20,

Transfer Yang bergipat repatriasi nodal tidak dapat diizin-
kan selanm kelongaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan -
Pungutap“lainyang tercebut pada pasal 13 masih berlaku. . -

Pelalksanaan lebih lgnjut diatur olen pemerintah.

BAB IX.
NASTONALISASI DAN KORPENSASI

Pasal 2l.

femerintah tidak akan selakukan tindakan nasionalisasi/pen-
cabutan hak wilik secara menyelurull atas perugahaan-perusas

haan modal asing atal tindakan-tinﬁakan yang mengirangi hak

urus perusaliaab yang bersangkutan,ke

menguasal dan/atau MEDE
cuali dengan Undang-Undank dinystaxkan kepentingal hegara T2

nghendakl tindalkal deniikiale-

vasal 2w

il tindakanEEPEFti tersebut pada pasal 21

v1) Jikalau diadala
pensnsifﬂauti rugl yang

daka Pemerintal wajlb pemberikan KOU
mbajarannju disetujul c.eh kedua bE

gl dan cara @
| s-azas huluin intarnasinnal yang -

Jjunlzh, mac

lah fihalk EEEuEi dengad ana

berlakus

{2) Jikalau antarn_kedu
macal da

a pelal fiiag cargepal persctujuan =

n cara peabajalal gompensasi terseuut

mengenal jumlalls




(3) Dadan arbltrase terdiri dari tiga orwug yang dipilin
Wby - _1 =
Ol 1 g . '
leh lemerintah don pemililk wodal maming-masing satu -
0 - i ¢4 |
rang, dail orang ketlfja sebggal ketuanya Yang dipilih

bersana-sana olei Femerintah dan pewnilil S

H.ﬂ.].i T

i Jh SAcih MODAL ASIHG URu muwhl RASTOHAL

Pasal 235.
dﬂ.i}at dl E!_f-.la".{ all =g ja sEaila antara mﬂﬂ_al gsing dengan no-

dal nasional dengan menpingat lketentuen dalar pasal e

(2) Temerintas menutapkan lebin lanjut bidang-bidang usahas

bentux dan cara-cara ker ja oali antara modal acing dan

modal nacional dengal pemanfastlian dan wepghlion asing -

Cglam bidals alcsport serta pruduksi bar ang=bar ang dan -

jasa=-jca.

euntuncan Yans giperoled perusahaan podal asing sebaral ha
gil kerja saia modal asing dan modol nagional tersebut pada

Pasal 23 getelah dilur ansi naj
i Indonecii

hn]"uﬂ ﬁilrE S

alz-Dajoit certa vevajlbon-keva

diizinni gty

jiban lain yahi

aluta 8ll darl potpl a8

ditranefel dalad v
Eianjmnﬂgl

11 i an ¥ d'}_tanaj.-h
}mﬁﬂl 23

. oy rip & r-gnpl elog
tent etentuall dalam L=n+leﬂ5'~*'n“:"n'-' ini mengenal EOTHIL
etentuall-= = .
e teruagca

: oom dan jominat
ar g gual : g o :
el PRSI perlakd pula uﬂtulc::mdal auing Tl e but

[ &

¥ ﬂnﬂiﬂunliﬁﬂﬁi ki Pull-

peumberian knupansnsi

ing yohl Lersanpy:

e
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dalam pasal 23.
L EAD XI
A JTBAN-KZVAJTBAI LATH AT FEUAUAAY KODAL ASTNG
Fasal Eﬁ.
perusahaan-per usahaan nodal asing vajib mengurus dan wengs
endalikan perusahaaniya sosugl dengan azas-azas ekonoul pe

rusahaen dengan tidak mengurangl Lepe ntingen Fegara.

Yasel 27
(1) rerusahaadb terszebut pada pasal 3 yaig geluruh modalnya

.. .alaalah modal asing wa,ib memberikan kesempatan partisi

pasi bagi modal pnasional secara affelktifl setelah Jang-

ka waktu tertentl dsn menurut iubangan Yens ditetapkan

oleh Pemerintah.

(2) Jikalau 'pgrtj_ﬁipg.si gersebut dalam-s_:.rat (1) pasal ipi -

penjualan sahai-sanai yang telgh ada -

dilaluican dengal
maka hasil Pﬂﬂjualan

luta asli dar

tergebut dapab gitransfer dalan Va

(1) Dalam nelaksanalkal ket an yndsng-Undang ini
rdinaﬁfl. ant
i men jandl

ars padan-badal remerintah yang

hgrus ada koo
aripada kel jak

agerasiall d
ber sangkutal untu pesera

h terhaﬂap modala asinge

Banaan Pamsrinta
' asi tersebut akan di -

(2) Cara-cald
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| Pazal 29.

%_ut@,ntugn—kutuntuan Undang-Undan; inl berlaku bagli

man modal asing yang dilakuban sotelall b{,rlaﬁ:ur-".a iinin'ﬂ_
vndang ini balk daiam perusahaan-poerussiagn baru maulal:d
lam perusahaan-perusahaan yang telah ata untuk .ruen:fﬂlﬁng;

rakan pengluasan dan/atau penbaharuan.
LAB XIII.

HETSHIUAN FerkALIHAR

Fasal 30.

I'al=-hal yang belum diatur dalain I'ndanp=-Undans ini akan di-

tetapkan leblh lanjut oleh temerintah.

wap  IV.
Paﬁal jl .

Undgng-lndansg ini mulal perlaku pada hari diundanglkan.
Agar supaya sctiap Opang dapat penge tehulnya, meperintakan
i dengan pencupatan dalam led

pengundangan yndang-lndans in

barsn Hegara Re publil Indone giae

If.E‘l'LlHTUAN F:JEALII'-;'..ELH
U Ho.ll hn 1970

alculcan gepenubnya atas per-

(1) Ketentual lan
angkutals dalam hal Pﬂl‘mﬂhunanupermn_

mintaan yang Be¥s
an sebelun Undang -

honan untuk Iﬂﬂanaﬁlaﬂ telah digjulk

grlglu dal

atas itu ‘tﬂlu.-..diamb.l.l ke put usan

Undang ini b

oleh Tanitia 1 enanamna’ Hod
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(2) Untulk pelsigdan-ponanguan yang telan sendiagpathon fasi-
litas-fasi-ltas perpajouwsu wenurut pssail 10 ayst ( 2 O
dapat ditinjau kombali secara keselw uhan seoupl congaic
notontupn-ketentusn baru, apabila untul iiyg digjul.an pg

ruchonan oleh yang bersangiutan.

*) . Undi . '. T -Pﬂnnnanaﬂ modal
* dang-Undang No. 1 Tghunm 1967, tentang
)# .Ensing.. { LN 1967/1; TLN Ko. 2818 ).
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